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ABSTRAK 
Kostadia Yunita San Roja, Nomor Pokok E12113038, Program studi 
Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi 
dengan judul : “KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM 
PENANGGULANGAN KASUS GIZI BURUK DI KABUPATEN SIKKA” di 
bawah bimbingan Dr. Jayadi Nas, M.Si dan Rahmatullah, S.IP, M.Si 
  
       Penelitian ini dilakukan ini dilakukan dengan tujuan mengetahui dan 
menggambarkan fungsi dan peran Pemerintah Daerah dalam 
penanggulangan kasus gizi buruk di Kabupaten Sikka, serta untuk 
mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dan tantangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dalam penanganan gizi buruk. 
 
Tipe Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif dengan 
model pengambilan data action research yaitu menjelaskan langkah-
langkah yang diambil pemerintah untuk dalam penanggulangan gizi buruk 
di Kabupaten Sikka. Pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara  
analisis data, wawancara, dan observasi dilapangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah 
dalam penanggulangan kasus gizi buruk di Kabupaten Sikka belum 
optimal. Hal tersebut disebapkan kurangnya regulasi yang jelas dari 
Pemerintah Daerah, infrastruktur kesehatan yang belum memadai dan 
kualitas SDM masyarakat Kabupaten Sikka. 
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ABSTRACT 
 
Kostadia Yunita San Roja, identification number E12113038, Study 
Program Governance Studies, Department of Political Science and Public 
Administration, Faculty of Social and Political Sciences, University of 
Hasanuddin, Making Thesis entitled: "POLICY OF LOCAL 
GOVERNMENT IN HANDLING THE CASE OF NUTRITION BAD IN THE 
DISTRICT SIKKA" below guidance of Dr. Jayadi Nas, M.Si and 
Rahmatullah, S.IP, M.Si 
 
         This research is conducted with the purpose of knowing and 
describing the function and role of Local Government in overcoming 
malnutrition case in Sikka regency, and to know the factors that become 
obstacles and challenge of local government of Sikka Regency in handling 
of malnutrition. 
 
            Type of research used is the type of qualitative research with action 
data retrieval model that describes the steps taken by the government to 
overcome malnutrition in Sikka District. Data collection conducted by data 
analysis, interview, and field observation. 
 
         The results showed that the policy of Local Government in handling 
malnutrition case in Sikka Regency not yet optimal. This is illustrated by 
the lack of clear regulation from Local Government, inadequate health 
infrastructure and the quality of human resources of Sikka Regency 
community. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Tujuan utama pembangunan nasional adalah peningkatan kualitas 
Sumber Daya Manuasia yang dilakukan secara berkelanjutan. Upaya 
peningkatan kualitas SDM dimulai dengan perhatian utama pada proses 
tumbuh kembang anak sejak pembuahan sampai mencapai dewasa 
muda. Pada masa tumbuh kembang ini, pemenuhan kebutuhan dasar 
anak seperti perawatan dan makanan bergizi yang diberikan dengan 
penuh kasih sayang dapat membentuk SDM yang sehat, cerdas dan 
produktif. 
Masalah gizi adalah masalah kesehatan masyarakat yang 
penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan 
pelayanan kesehatan saja. Masalah gizi disamping merupakan sindrom 
kemiskinan yang erat kaitannya dengan masalah ketahanan pangan di 
tingkat rumah tangga dan juga menyangkut aspek pengetahuan serta 
perilaku yang kurang mendukung pola hidup sehat. Keadaan gizi 
masyarakat akan mempengaruhi tingkat kesehatan dan umur harapan 
hidup yang merupakan salah satu unsur utama dalam penentuan 
keberhasilan pembangunan.  
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Penanganan gizi sangat terkait dengan strategi sebuah bangsa 
dalam menciptakan SDM yang sehat, cerdas dan produktif. Upaya kita 
dalam peningkatan SDM yang berkualitas dimulai dengan cara 
penanganan pertumbuhan anak–anak kita atau adik-adik kita sebagai 
bagian dari keluarga kita dengan asupan gizi dan perawatan yang baik. 
Dengan lingkungan yang sehat, maka hadirnya infeksi menular ataupun 
penyakit masyarakat lain nya dapat dihindari. Ditingkatan masyarakat 
factor-faktor seperti lingkungan yang higienis, kesehatan keluarga, pola 
asuh terhadap anak dan pelayanan kesehatan primer sangat menentukan 
dalam membentuk anak yang tahan gizi buruk. 
Keberhasilan pembangunan nasional yang di upayakan  oleh 
pemerintah dan masyarakat sangat ditentukan oleh sumber daya 
manusia. SDM yang berkualitas diisikan dengan fisik yang tangguh, 
kesehatan yang prima, dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi. 
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi. Bahwa peningkatan derajat 
kesehatan masyarakat perlu dilakukan upaya perbaikan gizi perseorangan 
dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam 
kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok 
rawan gizi; juga bahwa upaya perbaikan gizi tersebut dilaksanakan 
berdasarkan pedoman yang selama ini masih tersebar dalam berbagai 
pedoman yang belum bersifat regulasi. 
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Secara makro, dibutuhkan ketegasan kebijakan, strategi, regulasi, 
dan koordinasi lintas sector dari pemerintahan dan semua stekholder 
untuk menjamin terlaksana poin-poin penting seperti pemberdayaan 
masyarakat, pemberantasan kemiskinan,  ketahanan pangan, dan 
pendidikan yang secara tidak langsung akan mengubah budaya buruk dan 
paradigma di dataran bawah dalam hal perawatan gizi terhadap keluarga. 
Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah salah satu daerah yang 
terkena Gizi buruk. Sejak awal Januari 2008 Gizi buruk mulai menyerang 
balita di NTT. Adapun Penangan kasus gizi buruk ini dengan 
dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.6 Tahun 
2012 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pemenuhan 
Pangan dan Gizi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012– 2015.  
Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka menunjukan bahwa jumlah 
masyarakat yang terkena Gizi Buruk yaitu sebagai berikut :  
Tabel 1.1 
Data Gizi Buruk 
Kabupaten Sikka 
Tahun 2016 
 
                                
 
 
                            Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten  
No Tahun Jumlah (jiwa) 
1 2011 24 
2 2012 34 
3 2013 34 
4 2014 28 
5 2015 36 
6 2016 190 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa data penelusuran penulis 
mengenai kasus gizi buruk di Kabupaten Sikka tahun 2016 dilihat dari 
data kumulatif bulan Januari-Desember meningkat. Dinas Kesehatan terus 
mengupayakan pencegahan dengan peningkatan asupan gizi melalui 
pelayanan di setiap puskesmas. Gizi buruk erat kaitannya  dengan pola 
makan, dan pola makan sangat erat kaitannya dengan  kemampuan 
ekonomi. Biasanya gizi buruk melanda anak-anak  dari keluarga yang 
tidak mampu secara ekonomi. Untuk itu, jangka panjangnya perlu ada 
terobosan pembangunan yang konsen terhadap peningkatan pendapatan 
setiap masyarakat.     
Gizi Buruk Menyebar di 12 Puskesmas di Sikka. Tertinggi di 
Kecamtan Lekebai dan Waigete. Jumlah anak balita yang menderita 
gizi buruk hasil penimbangan pada bulan Mei 2015 di Kabupaten 
Sikka tercatat bahwa ada 36 anak tersebar pada 12 puskesmas dari 
23 puskesmas. Kasus tertinggi  menempati urutan pertama yakni 
Puskesmas Lekebai Kecamatan Mego, dan Puskesmas Waigete 
Kecamatan Waigete dengan masing-masing jumlah balita gizi buruk 
6 orang. 
Para penderita gizi buruk lainnya tersebar pada 10 puskesmas 
yakni Puskesmas Teluk di Kecamatan Alok ada 5 anak balita, Puskesmas 
Nelle di Kecamatan Nelle dan Puskesmas Wolomarang di Kecamatan 
Alok Barat masing-masing 4 anak balita, Puskesmas Beru di Kecamatan 
Alok Timur ada 3 anak balita, Puskesmas Kopeta di Kecamatan Alok dan 
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Puskesmas Waipare di Kecamatan Kangae dan Kecamatan Kewapante 
masing-masing 2 anak balita. 
Berdasarkan hasil penelitian, ada empat puskesmas yang masing-
masing 1 anak balita yakni Puskesmas Nanga di Kecamatan Lela, 
Puskesmas Nita di Kecamatan Nita, Puskesmas Bola di Kecamatan Bola, 
dan Puskesmas Boganatar di Kecamatan Talibura. jumlah balita yang 
ditimbang  Mei 2015 lalu sebanyak 19.854 orang. Hasil penimbangan 
menunjukkan bahwa anak balita gizi baik sebanyak 15.744 atau 79,33%, 
anak balita dengan gizi kurang sebanyak 4.075 atau 20,5%, dan gizi buruk 
sebanyak 36 anak balita atau 0,1%. Menurut Maria, Anak balita gizi buruk 
ditentukan menurut tinggi anak balita per berat badan.1 
   Pemerintah kabupaten Sikka terus mengintensifkan program dan 
kegiatan untuk mengantisipasi kasus itu tidak melebar ke balita lain di 
daerah ini. Pemerintah Daerah terkhusus Dinas Kesehatan Kabupaten 
Sikka mengelurkan beberapa kebijakan : 
1) Penyuluhan khusus ibu rumah tangga bagaimana mengelola 
makanan lokal yang menjadi menu makanan bergizi 
2) Pemeberian makanan tambahan anak (PMTA) 
3) Pengobatan bagi anak gizi buruk yang mengalami sakit 
4) Pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) sejak ibu hamil 
sampai anak berumur 2 tahun 
                                                          
1 https://aventsaur.wordpress.com/2015/07/18/gizi-buruk-menyebar-di-12-puskesmas-di-sikka/ 
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5) Dibangun pos-pos gizi untuk mengelola tempat makanan 
lokal menjadi makanan yang memiliki kandungan gizi yang 
baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak kurang 
gizi. 
Walaupun berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 
Sikka namun tetap banyak warga yang mengalami gizi buruk. Hal tersebut 
tentu menjadi salah satu penilaian terhadap kinerja Pemerintah Daerah 
dalam mengatasi gizi buruk. Perlu diketahui seperti apa upaya–upaya lain 
yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dalam hal 
mengatasi gizi buruk. Adapun peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati 
Sikka N0. 4 Tahun 2014 tentang pemberian ASI sebagai makanan utama 
bagi bayi. Sampai saat ini penanganan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sikka, belum taratasi dengan efektif.  
Berdasarkan penjelasan diatas, merupakan suatu hal menarik bagi 
peneliti untuk mengkaji lebih jauh tentang bagimana peran Pemerintah 
dalam upaya mengatasi gizi buruk dengan mengangkat judul penelitian, 
“KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN 
KASUS GIZI BURUK DI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA 
TENGGARA TIMUR”. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Kasus gizi buruk merupakan salah satu masalah kesehatan yang 
sangat berpengaruh terhadap kualitas Sumber Daya Manusia suatu 
negara. Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur gizi buruk 
belum mampu ditangani secara tuntas oleh Pemerintah. Hal tersebut 
dapat dilihat dari kehidupan masyarakat yang sampai saat ini masih 
mengalami gizi buruk. Peran Pemerintah Daerah belum mampu 
mengatasi persoalan gizi buruk.  
Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sikka, namun tetap adanya ditemukan gizi buruk. Hal ini disebabkan 
berbagai hambatan dan tantangan dalam pelaksanaanya. Berdasarkan 
fenomena tersebut maka dalam rumusan masalah ini ditetapkan 
pertanyaan penelitian sebagai berikut. 
1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam penanganan kasus 
gizi buruk di Kabupaten Sikka ? 
2. Faktor–faktor apa yang menjadi hambatan dan tantangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dalam penanganan gizi 
buruk? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui dan menggambarkan fungsi dan peran 
Pemerintah Daerah dalam menangani kasus gizi buruk di 
Kabupaten Sikka. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan 
tantangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dalam 
penanganan gizi buruk. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dan 
mampu memberikan masukan-masukan yang bermanfaat kepada 
semua pihak yakni : 
1. Manfaat Akademik, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat 
bagi pengembangan ilmu pengtehuan dan juga dapat memberi 
informasi serta menjadi data bagi pengetahuan. 
2. Manfaat Pragmatis, diharapkan penelitian ini menjadi salah satu 
bahan referensi dalam penyajian data kasus gizi buruk di 
Kabupaten Sikka. 
3. Manfaat Metodologis, diharapkan agar penelitian ini menjadi 
panduan peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai kasus 
gizi buruk di Kabupaten sikka. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang 
digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian 
sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian. 
2.1. Landasan Teori 
2.1.1 Kebijakan 
Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan dijelaskan sebagai 
rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dasar rencana dalam 
pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang 
perintah, organisasi dan sebagainya). 
Sedangkan menurut Anderson (1984:113) 
kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang 
dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk 
memecahkan suatu masalah. Selanjutanya Anderson, 
mengklasifikasikan kebijakan policy, menjadi dua : suntantif dan 
prosedural. Kebijakan subtantif yaitu apa yang harus dikerjakan 
oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan 
bagaimana kebijakan itu diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan 
publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan–
badan dan pejabat-pejabat pemerintah.2 
Selanjutnya dikatakan bahwa terdapat lima hal yang berhubungan 
dengan kebijakan publik. Pertama, tujuan atau kegiatan yang berorientasi 
tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa 
yang tiba–tiba terjadi. Kedua, kebijakan merupakan pola model tindakan 
pejabat pemerintah mengenai keputusan–keputusan diskresinya secara 
                                                          
2 Tahir Arivin. 2014. Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 
Bandung : Alfabeta. Hal 21 
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terpisah. Ketiga, kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah 
perbuat, atau apa yang mereka katakan atau dikerjakan. Keempat, bentuk 
kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan 
hukum dan kewenangan. Kelima, tujuan kebijakan publik adalah dapat 
dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui produk kebijakan yang 
dibuat oleh pemerintah. Setiap kebijakan haruslah memperhatikan 
subtansi dari keadaan sasaran, melahirkan sebuah rekomendasi yang 
memperhatikan berbagai program yang dapat dijabarkan dan 
diiplementasikan sebagaimana tujuan dari kebijakan tersebut. 
Model Kebijakan Pemerintah 
Membuat kebijakan pemerintah ini merupakan studi tentang proses 
pembuatan keputusan, karena bukankah kebijakan pemerintah (publik 
policy) itu merupakan pengambilan keputusan (decision making) dan 
pengambilan kebijakan (policy making), yaitu memilih dan menilai 
informasi yang ada untuk memecahkan masalah.  
Menurut Harold Laswell yang dikutip oleh Miftha Thoha bahwa ada 
beberapa tugas intelektual dalam persoalan tersebut di atas, yaitu 
penjelasan tujuan, penguraian kecenderungan, penganalisaan 
keadaan, proyeksi pengembangan masa depan dan penelitian, 
penilaian dan penelitian, serta penilaian dan pemeilihan 
kemungkinan.3 
Selain dari pada itu, ada beberapa model yang dipergunakan 
dalam pembuatan public policy, yaitu sebagai berikut dibawah ini :  
                                                          
3 Syafie, Inu Kencana. 2013. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung : Refika Aditama. Hal 146 
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1. Model Elit, yaitu pemebentukan public policy hanya berada pada 
sebagian kelompok orang–orang tertentu yang sedang berkuasa. 
Walaupun pada kenyataannya mereka sebagai preferensi dari 
nilai–nilai elit tertentu tetapi mereka masih saja berdalih 
merefleksikan tuntutan-tuntutan rakyat banyak. Oleh karena itu 
mereka cenderung mengendalikan dengan kontinyu, dengan 
perubahan–perubahan hanya bersifat tambal sulam. Masyarakat 
hanya dibuat sedemikian rupa tetap miskin informasi. 
2. Model Kelompok, yaitu berlainan dengan model elit yang dikuasai 
oleh kelompok tertentu yang berkuasa, maka pada model ini 
terdapat beberapa kelompok kepentingan (intereset group) yang 
saling berebutan mencari posisi mainan. Jadi dengan demikian 
model ini merupakan interaksi antar kelompok dan merupakan 
fakta sentral dari politik serta pembuatan public policy. Antar 
kelompok mengikat diri secara formal atau informal dan menjadi 
penghubung pemerintah dengan individu. Antar kelompok berjuang 
mempengaruhi pembentukan public policy, bisa membentuk koalisi 
mayoritas, tetapi juga dapat menimbulkan check and balance 
dalam persaingan antar kelompok untuk menjaga keseimbangan.  
3. Model Kelembagaan. Kelembagaan di sini adalah kelembagaan 
pemerintah. Yang maksud dalam lembaga–lembaga pemerintah 
seperti eksekutif (presiden, menteri–menteri dan depertrmrnnya), 
lembaga legislatif (parlemen), lembaga yudikatif, pemerintah 
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daerah dan lain–lain. Dalam model ini public policy dikuasai oleh 
lembaga–lembaga tersebut, dan sudah barang tentu lembaga 
tersebut adalah satu–satunya yang dapat memaksa serta 
melibatkan semua pihak. Perubahan dalam kelembagaan 
pemerintah tidak berarti perubahan kebijakan. 
4. Model proses. Model ini merupakan rangkaian kegiatan politik 
mulai dari identifikasi masalah, perumusan usul pengesahan 
kebijakan, pelaksanaan dan evaluasinya. Model ini akan 
memperhatikan bermacam–macam jenis kegiatan pembuatan 
kebijakan pemerintah (public policy). 
5. Model Rasialisme. Model ini bermaksud untuk mencapai tujuan 
secara efisien, dengan demikian dalam model ini segala sesuatu 
dirancang dengan tepat, untuk meningkatkan hasil bersihnya. 
Seluruh nilai diketahui seperti dikalkulasi semua penorbanan politik 
dan ekonomi, serta menelusuri semua pilihan dan apa saja 
konsekuensinya, perimbangan biaya dan keuntungan   (cost and 
benefit). 
6. Model Inkrimentalisme. Model ini berpatokan pada kegiatan masa 
lalu dengan sedikit perubahan. Dengan demikian hambatan seperti 
waktu, biaya dan tenaga untuk memilih alternatif dapat dihilangkan. 
Dalam arti model ini tidak banyak bersusah payah, tidak banyak 
berisiko, perubahan–perubahannya tidak radikal tidak ada konflik 
meninggi kestabilan terpelihara tetapi tidak berkembang 
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(konsertatif) karena hanya menambah dan mengurangi yang sudah 
ada. 
7. Model Sistem. Model ini beranjak dari memprihatinkan desakan–
desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, 
hambatan, tantangan, rintangan, gangguan, pujian, kebutuhan atau 
keperluan dan lain–lain yang mempengaruhi public policy. Setelah 
diproses akan mengeluarkan jawaban. Desakan lingkungan 
sebagaimana yang penulis sampaiakn diatas, dianggap masukan 
(input) sedangkan jawabannya dianggap keluaran (output), yang 
berisi keputusan–keputusan, peraturan- peraturan, tindakan–
tindakan, kebijaksanaan–kebijaksanaan. 
2.1.2 Pemerintah Daerah 
Istilah  “ pemerintah “ ini pula yang oleh kebanyakan kalangan 
mengedepankan dengan istilah governent (bahasa inggris) dan 
gouvernment (bahasa Perancis) yang keduanya berasal dari perkataan 
latin gubermaculun, yang artinya “ kemudi “. Istilah Pemerintah ini sering 
disinonimkan dengan penguasa, kadang juga diartikan sama dengan 
ekeskutif, yakni pemegang atau yang melaksanakan pemerintahan secara 
riil dan ada pula yang mengistilahkan pemerintah dengan jawatan atau 
aparatur dalam susunan pemerintah. 
Dalam pengertian sederhana pemerintah merupakan upaya 
mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai 
tujuan yang disepakati bersama. Untuk mencapai tujuan tadi pemerintah 
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membutuhkan instrumen berupa organisasi yang berfungsi merealisasikan 
semua konsesus yang dimaksud. Dalam kegiatan itu pemerintah dapat 
ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur 
fungsional maupun tugas dan kewenangannya. Kegiatan pemerintahan 
berkaitan dengan segala aktivitas yang terorganisasi, bersumber pada 
kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyak dan 
negara, serta demi tujuan negara. Struktur fungsional menyangkut 
pemerintahan sebagai sebagai seperangkat fungsi negara yang satu 
sama lain berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya 
atas dasar tertentu demi tujuan negara. Sementara tugas dan 
kewenangannya berhubungan dengan keseluruhan tugas dan 
kewenangan negara yang dilakukan secara konkret oleh pemerintah. 
Istilah Pemerintah Daerah menurut Bagirmanan sebagaimana yang 
dikutip oleh Syarifudin, berasal dari kata dasar perintah yang 
mendapat sisipan “ em “ yang berarti “ suatu system dalam 
menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan 
social, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian–bagiannya, 
atau sekelompok orang yang secara bersama–sama memikul 
tanggung jawab terbatas untuk memikull tanggung jawab terbatas 
untuk menggunakan kekuasaan atau penguasa suatu negara “.4 
Menurut Bagir Manandengan mengacu kepada beberapa pendapat 
para sarjana, menjelaskan pula bahwa secara yuridis ada 
perbedaan yang sangat nyata antara “ negara “ dan “ pemerintah “. 
Negara adalah sebuah badan (body), sedangkan pemerintah 
adalah alat kelengkapan negara (organ). Pemerintah sebagai alat 
kelengkapan negara dapat diberi pengertian luas atau dalam arti 
sempit. Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat 
kelengkapan negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang–
cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau alat–alat 
                                                          
4 Arifin Tahir. 2014. Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 
Bandung : Alfabeta. Hal. 117 
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kelengkapan negara lain yang juga bertindak untuk dan atas nama 
negara.5 
Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa : 
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia 
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1995. 
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan 
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1995. 
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Peerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya 
pemerintahan daerah terdapat asas-asas yang menjadi pedoman 
pelaksanaan otonomi daerah. Tiga asas dalam pelaksanaan otonomi 
daerah, yakni sebagai berikut : 
                                                          
5 Ibid, Hal. 118 
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1. Asas Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintah oleh 
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas 
otonomi. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan 
pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. 
2. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada 
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal 
diwilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota 
sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 
3. Asas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat 
kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 
Semua negara pada hakikatnya memiliki keinginan untuk 
membentuk pemerintahan yang kuat. Pemerintahan yang kuat tidaklah 
sekedar diukur dari kekuatan militer yang banyak dan terlatih, tetapi lebih 
dari itu seberapa besar akseptabilitas masyarakat dalam menyokong 
penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Hal ini hanya dapat tercipta 
apabila pemerintahan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi 
masyarakat. Terkait dengan itu, maka pemerintah menggunakan 
perangkat birokrasi dari puncak kekuasaan (pusat) hingga level terendah 
(daerah).  
Untuk mengemban tugas negara tersebut, menurut Ndraha, 
pemerintah memilki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau 
fungsi pelayanan, dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. 
Fungsi primer, yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa 
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publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, 
layanan sipil, dan layanan birokrasi. Sementara fungsi sekunder 
sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan 
barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi sendiri karena masih 
lemah dan tak berdaya (powerless) termasuk penyediaan dan 
pembangunan sarana dan prasarana.6 
 
Fungsi primer secara terus-menerus berjalan dan berhubungan 
positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artiya semakin berdaya 
masyarakat semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. 
Sebaliknya, fungsi sekunder berhubungan negatif dengan tingkat 
keberdayaan yang diperintah. Maknanya semakin berdaya masyarakat 
semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah dari rowing (pengaturan) 
ke steering (pengendalian). Fungsi sekunder secara perlahan-lahan dapat 
diserahkan pada masyarakat untuk dipenuhi sendiri. Pemerintah 
berkewajiban secara terus-menerus berupaya memberdayakan 
masyarakat agar meningkatkan keberdayaannya sehingga pada gilirannya 
sendiri atau memenuhi kebutuhannya secara mandiri terlepas dari campur 
tangan pemerintah. 
Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga 
suatu sistem ketertiban di dalam mana masyarakat bisa menjalani 
kehidupannya secara wajar. pemerintahan modern dengan kata lain, pada 
hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. pemerintahan tidaklah 
diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani 
masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota 
                                                          
6 Labolo Muhadam. 2014. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta : RajaGrafindo Persada. Hal 37 
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masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi 
mencapai kemajuan bersama.  
Secara umum, tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup tujuh 
bidang pelayanan : pertama, menjamin keamanan negara dari segala 
kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi 
pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang 
sah melalui cara-cara kekerasan. Kedua, memelihara ketertiban dengan 
mencegah terjadinya gontok-gontokan di antara warga masyarakat agar 
perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung 
secara damai. Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil 
kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang 
melatarbelakangi keberadaan mereka. jaminan keadilan ini terutama 
harus tercermin melalui keputusan-keputusan pengadilan, di mana 
kebenaran diupayakan pembuktiannya secara maksimal, dan di mana 
konstitusi dan hukum yang berlaku dapat ditafsirkan dan diterapkan 
secara adil dan tidak memihak, serta di mana perselisihan bisa 
didamaikan.  
Keempat, melaukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan 
dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-
pemerintah, atau atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh 
pemerintah. ini antara lain mencakup pembangunan jalan, penyediaan 
fasilitas pendidikan yang terjangkau oleh mereka yang berpendapatan 
rendah, pelayanan pos dan pemcegahan penyakit menular. 
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Kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 
sosial, membantu orang  miskin dan memelihara orang-orang cacat, 
jompo dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para 
gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya.  
Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan 
masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong 
penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdangangan domestik dan 
antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin 
penigkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat. Ketujuh, 
menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumberdaya alam dan 
lingkungan hidup, pemerintah juga berkewajiban mendorong kegiatan 
penelitian dan pengembangan untuk pemanfaatan sumber daya alam 
yang mengutamakan keseimbangan antara exploitasi dan reservasi. 
Tujuh bidang yang terekam di atas menggambarkan adanya 
jangkaun tugas yang luas dan kompleks, dengan tanggung jawab yang 
sangat berat, terpikul di atas pundak setiap pemerintahan. untuk 
mengemban semua beban itu, selain diperlukan konstitusi, hukum, etika 
dan lembaga-lembaga yang canggih, juga dibutuhkan dukungan aparatur 
yang tangguh dan kualifaid. Untuk yang terakhir ini, secara mendasar 
seyogianya pembinaan terhadap mereka ditujukan pada upaya 
memahami misi, fungsi, dan tugas pokok pemerintahan. Pada saat yang 
sama setiap aparatur sejak awal rekrutmennya perlu menjernihkan 
motivasi dibalik keputusannya untuk masuk ke bidang pemerintahan. 
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Para aparatur pemerintahan, pada tingkat tertentu, harus 
menjadikan semangat untuk melayani kepentingan umum sebagai dasar 
dari motivasi mereka memilih karier di bidang pemerintahan. Seseorang 
yang masuk bekerja kelapangan pemerintahan dengan motivasi untuk 
menjadi orang kaya, pemerintah bahkan bukan lapangan pekerjaan yang 
menjanjikan kesenangan hidup material yang berlebihan bagi para 
aparatur, karena komitmen pengabdian dan pelayanan yang diharapkan 
dari mereka justru adalah bagaimana memberi kesenangan kepada orang 
banyak. 
Pemahaman tentang misi pemerintahan untuk memelihara 
ketertiban dan mengusahakan tegaknya keadilan akan secara langsung 
menjadikan pelayanan sebagai fungsinya yang utama. Tetapi, pelayanan 
yang baik, melalui kemampuan optimal untuk melaksakan tugas pokok 
yang dikemukakan  di atas, hanya mungkin terwujud jika pemerintahan 
memiliki power yang cukup. Disini, pemerintahan yang kuat jelas 
diperlukan, dengan catatan bahwa kekuatan itu untuk mengutamakan 
pelayanan dan perlindungan kepada kelompok-kelompok masyarakat 
yang paling lemah posisinya dalam masyarakat, baik secara sosial 
ekonomi, budaya, maupun politk. 
2.1.3 Penanggulangan Gizi Buruk 
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi. Bahwa peningkatan derajat 
kesehatan masyarakat perlu dilakukan upaya perbaikan gizi perorangan 
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dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam 
kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok 
rawan gizi. Gizi buruk adalah satu kondisi dimana seseorang dinyatakan 
kekurangan nutrisi, atau dengan ungkapan lain status nutrisinya berada di 
bawah standar rata-rata. Nutrisi yang dimaksud bisa berupa protein, 
karbohidrat dan kalori. Selain akibat kurang konsumsi jenis makanan 
bernutrisi seimbang, gizi buruk pada anak juga bisa disebabkan oleh 
penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan gangguan pencernaan atau 
gangguan penyerapan zat makanan yang penting untuk tubuh. Status gizi 
anak sangat berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang nya. 
 Pada anak yang memiliki status gizi buruk biasanya akan 
terganggu nya pertumbuhan tubuh secara fisik contohnya anak akan 
beresiko tumbuh kecil (kerdil). Kemudian dalam perkembangan mental 
anak beresiko mengalami gangguan kontrol emosi dan perasaan. 
Disekolah anak tersebut akan sulit mengikuti pelajaran dan sulit untuk 
berkonsentrasi.Upaya penanggulangn Gizi buruk dapat dilakukan dengan 
dua cara yaitu pencegahan dan penanganan. Pencegahan yang 
dimaksudkan seperti adanya Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. 
SKPG adalah sistem informasi yang dapat digunakan sebagai alat bagi 
pemerintah daerah untuk mengetahui situasi pangan dan gizi masyarakat. 
Sedangkan Penanganan gizi buruk dimulai dari tersedianya fasilitas 
kesehatan yang memadai dan pelayanan kesehatan.   
Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan : 
 22 
 
Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar 
berhubungan dengan penerjemahan pernyataan kebijakan (policy 
statement) kedalam aksi kebijakan (policy action). Dalam Aktifitas 
implementasi terdapat berbagai faktor-faktor yang akan mempengaruhi 
terlaksananya kegiatan atau kebijakan tersebut.Model implementasi 
kebijakan menurut pandangan Edwards III, dipengaruhi empat variabel, 
yakni ; (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan kemudian (4) 
struktur birokrasi.7  Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan 
satu sama lain. 
1) Komunikasi. Implemetasi kebijakan publik agar dapat mencapai 
keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa 
yang harus dilakukan secara jelas.  Apa yang menjadi tujuan dan 
sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran 
(target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.  
Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak 
jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan 
sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok 
sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau 
resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan.  Oleh karena 
itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu; (1) penyaluran (transmisi) 
yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula 
(kejelasan); (2) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana 
                                                          
7 Edwards III, George C. 1980. Implementing Publik Policy. Congresinal, Quartely press. 
 23 
 
kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan 
kebijakan, dan (3) adanya konsistensi yang diberikan dalam 
pelaksanaan kebijakan.  Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah 
akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang 
bersangkutan. 
2) Sumber daya.  Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh 
sumber  daya baik sumberdaya manusia, materi dan metoda. 
 Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah 
dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila 
implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, 
implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien.  Tanpa sumber 
daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak 
diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di 
masyarakat dan upaya memberikan pelayan pada masyarakat. 
Selanjutnya sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya 
manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial. 
3) Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki 
oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.  
Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan 
menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan 
oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki 
sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, 
maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. 
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4) Struktur birokrasi.  Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk 
menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari 
puncak menunjukkan status relatifnya.  Garis-garis antara berbagai 
posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang 
diterapkan.  Kebanyakan peta organisasi bersifat hirarki yang 
menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan 
secara diagonal langsung organisasi melalui lima hal harus 
tergambar, yaitu; (1) jenjang hirarki jabatan-jabatan manajerial yang 
jelas sehingga terlihat “Siapa yang bertanggungjawab kepada 
siapa?”; (2) pelembagaan berbagai jenis kegiatan oprasional 
sehingga nyata jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang 
melakukan apa?”; (3) Berbagai saluran komunikasi yang terdapat 
dalam organisasi sebagai jawaban terhadap pertanyaan “Siapa 
yang berhubungan dengan siapa dan untuk kepentingan apa?”; (4) 
jaringan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai 
kepentingan, baik yang sifatnya institusional maupun individual; (5) 
hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja 
yang lain.  Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi 
mempunyai peranan yang penting.  Salah satu dari aspek struktur 
organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard 
operating procedures/SOP).  Fungsi dari SOP menjadi pedoman 
bagi setiap implementor dalam bertindak.  Struktur organisasi yang 
terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan 
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menimbulkan red-tape, yakni birokrasi yang rumit dan kompleks.  
Hal demikian pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi 
tidak fleksibel. 
2.2.  Kerangka Konsep  
Pemerintah Daerah memiliki peranan penting dalam penanganan 
gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Sikka. Upaya Pemerintah Daerah 
dalam mengatasi gizi buruk yaitu dengan mengeluarkan kebijakan berupa 
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.6 Tahun 2012 tentang 
Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pemenuhan Pangan dan Gizi 
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012–2015. Adapun Peraturan  
Bupati Sikka No. 4 Tahun 2014 tentang pemeberian ASI sebagai 
makanan utama bagi bayi.  
Selain Peraturan Gubernur dan SK Bupati, Dinas Kesehatan 
kabupaten Sikka telah mengelurakan beberapa program seperti : 
pengelolaan makanan, penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan 
pemberian makanan sehat bagi bayi dan anak. Dalam Pelaksanaanya 
tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi penanganan gizi 
buruk, seperti : regulasi dari Pemerintah daerah yang dalam 
implementasinya belum dilakukan dengan optimal, SDM masyarakat dan 
kehidupan ekonomi masyarakat. Gambaran singkat dari kebijakan 
Pemrintah Daerah dalam mengatasi kasus gizi buruk melalui bagan 
berikut :  
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Bagan 2.2 
Kerangka Pikir Penelitian 
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Program Pemerintah 
Daerah dalam 
Pencegahan Gizi 
Buruk (Penyuluhan 
khusus ibu rumah 
tangga) 
1.  Pemberian 
makanan tambahan 
anak. 
2. Pemberian 
makanan bayi dan 
anak (PMBA) sejak ibu 
hamil sampai anak 
berumur  2 tahun. 
 
 
 
Hambatan dan 
tantangan 
Pemerintah Daerah 
dalam mengatasi 
gizi buruk : 
1. Regulasi 
Pemerintah 
Daerah yang 
belum optimal 
dijalankan ke 
masyarakat. 
2. SDM masyarkat. 
3. Infrastruktur 
kesehatan belum 
memadai. 
 
Program Pemerintah 
Daerah dalam 
Penanganan Gizi 
Buruk : 
Dibangun pos-pos 
makanan untuk 
mengelola makanan 
lokal menjadi 
makanan yang 
memiliki kandungan 
gizi. 
 
Kebijakan Pemerintah Daerah : 
1. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 6 Tahun 2012 
tentang Rencana Aksi Daerah (RAD). 
2. SK Bupati No. 4 Tahun 2014 tentang Pemberian ASI sebagai 
makanan utama bagi bayi. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa 
Tenggara Timur pada Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas pokok dan 
fungsi dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Waktu yang diperkirakan 
oleh penulis ialah selambat–lambatnya dua bulan agar perolehan data 
yang didapat lebih akurat dan mendalam mengenai permasalahan yang 
penulis akan teliti. 
3.2. Jenis Penelitian 
Tipe Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif 
dengan model pengambilan data action research yaitu menjelaskan 
langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk dalam penanggulangan 
gizi buruk di Kabupaten Sikka. Penelitian Kualitatif memiliki karakteristik 
dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi 
laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa suatu 
interpretasi ilmiah. Sehingga, penelitian ini akan banyak memperoleh 
informasi melalui teknik wawancara dengan informan. 
3.3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitan 
ini adalah sebagai berikut : 
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1) Observasi  
Peneliti secara langsung turun ke lapangan untuk 
mengamati gambaran umum dan kondisi lingkungan atau tempat 
yang akan diteliti. Data diperoleh pun lebih obyektif, karena peneliti 
secara langsung berhdapan dan melihat kondisi tempat yang ada.  
2) Wawancara mendalam (in inteview)  
Peneliti melakukan wawancara langsung terhadap informan 
yang bersangkutan dengan masalah penelitian ini. Wawancara 
antara peneliti dan informan tatap muka kemudian mengajukan 
beberapa pertanyaan yang menjadi inti maslah penelitian kepada 
informan, selanjutnya para informan ini memeberikan jawaban 
menurut mereka masing-masing. Metode ini dikenal degan teknik 
wawancara in interview yatu proses memperoleh keterangan untuk 
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil betatap muka 
anatara pewawancara dengan informan, dengan ataua tanpa 
menggnakan pedoman (guide) wawancara. 
3) Dokumentasi 
Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data 
tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan 
sumber tidak resmi. Tetapi sumber resmi merupakan dokumen 
yang dibuat/dikeluarkan oleh lembaga/perorangan atas nama 
lembaga. Sedangkan sumber tidak resmi adalah dokumen yang 
dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. 
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Dokumen yang dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa 
artikel disurat kabar, artikel diinternet, dll. 
3.4. Informasi Penelitian 
Informan merupakan salah satu anggota kelompok kepastian yang 
berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan–muatan budaya 
atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian.  
Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive 
sampling. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud 
atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang 
diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang 
akan dilakukan. 
Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah : 
1) Bupati Sikka  
2) Ketua DPRD Kabupaten Sikka 
3) Kepala Dinas Kesehatan  
4) Tokoh masyarakat 
5) Kepala puskesmas  
6) Masyarakat yang terkena gizi buruk 
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3.5. Definisi Operasional 
Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan 
dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan 
penelitian disusun definisi konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan 
dalam penelitian ini yakni : 
1. Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah Dinas Kesehatan 
yang mempunyai peranan besar dalam kesehatan masyarakat 
di Kabupaten Sikka. Pemerintah Daerah terkhusus Dinas 
Kesehatan Kabupaten Sikka. 
2. Program Pemerintah Daerah dalam penanganan gizi buruk 
yaitu, aktivitas atau kegiatan yang dilalukan Pemerintah Sikka 
dalam menangani dan mengatasi gizi buruk melalui berbagai 
macam program : 
1) Program Pemerintah Daerah dalam pencegahan Gizi Buruk 
(Penyuluhan khusus ibu rumah tangga) : 
1) Pemberian makanan tambahan anak (PMTA) 
2) Pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) sejak ibu 
hamil sampai anak berumur dua tahun 
2) Program Pemerintah Daerah dalam Penanganan gizi buruk : 
dibangun pos-pos gizi untuk mengelolah makanan lokal 
menjadi makanan bergizi. 
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah segala hal yang 
menjadi hambatan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah 
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Daerah Kabupaten Sikka dalam menangani dan mengatasi gizi 
buruk :  
1) Regulasi Pemerintah Daerah yang belum optimal 
dijalankan ke masyarakat 
2) SDM masyarakat  
3) Infrastruktur kesehatan yang belum memadai 
3.6. Analisis Data 
Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti adalah teknik 
analisi data kualitatif, dimana data yang diperoleh akan dianalisis dengan 
menggunakan teknik analisis data kualitatif. Anaisis data adalah proses 
penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 
interpretasikan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara 
bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang 
dilakukan merupakan suatu proses yang panjang. Data dari hasil 
wawancara dan observasi yang diperoleh kemudian dicatat dan 
dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan menyajikan data yang 
telah diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi yang 
disertai dengan penjelasan-penjelasan untuk mempermudah dalam 
melakukan proses pembahasan hasil penelitian. Adapun uraian hasil dan 
pembahasan didasarkan pada fokus penelitian yang telah ditetapkan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Daerah 
Dalam Penanggulangan Kasus Gizi Buruk Di Kabupaten Sikka. 
4.1 Profil Daerah Penelitian 
4.1.1. Sejarah Kabupaten Sikka  
Jauh sebelum Kabupaten Sikka menjadi bagian dari Negara 
Kesatuan Repoblik Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 
1945, wilyah ini terdiri atas kampung-kampung besar atau natar atau nua 
yang para pemimpinya disebut Mo’ang Watu Pitu atau Moan Ina Gete 
Ama Gahar atau di Lio “Ria bhewa-Resi Langga”. Diakhir abag ke-XV 
dimulailah masa kerajaan, dengan berdirinya Kerajaan Sikka, Kerajaan 
Nita dan Kerajaan Kangae.  Namun yang paling berpengruh dan panjang 
usianya adalah Kerajaan Sikka. Kerajaan sikka terletak di Pantai Sikka, 
dirintis oleh Mo’ang Bata Jati Jawa dan Mo’ang Baga Igor. Pemimpimpin 
pertama yang digelar raja saat itu adalah Raja Alesu yang donobatkan 
oleh Dzogo Worilla, seorang pembesar portugis di Koloni Malaka, pada 
Tahun 1607 dan digelari Don Alexius Ximenes Da Silva. 
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  Sejak Raja Alessu, tercatat ada 15 orang Raja Sikka namun yang 
terkenal adalah Raja Yoseph Nong Meak da Silva, dengan “revolusi 
kelapa” yang menjadikan sikka hingga kini dikenal sebagai Bumi Nyiur 
Melambai. Kemudian Raja Don Yosephus Thomas Ximenes Da Silva 
yang membagun Sikka secara modern baik sumber daya manusianya 
maupun infrastrukturnya.Mengikuti “Traktat Lisabon” Tanggal 20 April 
1859 antara portugis dan belanda maka Flores termasuk Sikka diserahkan 
Portugis ke tangan Belanda. Sejak tahun 1859 itu tata pemerintahan lokal 
dipengaruhi Belanda. 
Berbeda dengan portugis yang memakai pendeketan budaya. 
Belanda menggunakan pendekatan militer tiga kerajaan diadu-domba 
dengan politik devide et impera sehingga bumi Sikka tidak pernah aman 
dari perang antara suku dan antara kerajaan. Pada tahun 1952 Kerajaan 
Nita dan Kerajaan Kangae disatukan kedalam Kerajaan Sikka. Dalam 
sejarah Niang Tana Sikka tercatat usia pemerintahan monarki adalah 90 
tahun sebelum beralih menjadi pemerintahan demokratis. 
Pada tahun 1945 berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang wilyahnya meliputi Sikka di pulau Flores. Tahun 1958 Kabupaten 
Sikka dibentuk maka Raja Sikka waktu itu adalah Don Yosephus Thomas 
Ximenes da Silva menyerahkan tampuk pemerintah kepada Dewan 
Swantantra Tingkat II Sikka dengan pejabat sementara Don Paulus Centis 
Ximenes da Silva   yang  bertugas mempersiapkan pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka. 
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Setelah dewan swantantra bekerja keras mempersiapkan segala 
sesuatu pada Tanggal 1 Maret 1960 dilantiklah Bupati Sikka yang pertama 
Paulus Samador Da Chuna. Salah satu yang tampak dari sekian banyak 
karya Bupati Paulus Samador da Chuna  ialah membangun sebuah 
stadion yang kini dinamakan dengan namanya. Gelanggang Olahraga 
(GELORA) Samador. Pada tahun 24-30 Juli 1988 diselenggarakan 
perayaan nasional tahun Maria yang dihadiri oleh ribuan umat Khatolik 
Flores dan Nusa Tenggara termasuk para duta besar negara-negara 
sahabat yang datang dari Jakarta. Ditempat ini pula mandinag Sri Paus 
Yohanes Paulus II mempersembahkan Ekaristi Kudus dalam kunjungan 
pastoral selama dua hari tanggal 11-12 Oktober 1989. Maumere menjadi 
vatikan semalam. 
Pada Tahun 1967, Bupati Laurensius Say mengantikan Bupati PS 
Da Chuna Laurensius Say dikenal melalui banyak karya besar terutama 
penghijauan dengan program Lamantoronisasi dan pembukaan pertanian 
sawah di Magepanda dan Nebe. Tahun 1977 Drs.Daniel Woda Pale 
menjadi Bupati Sikka mengantikan Laurensius Say, beliau meneruskan 
karya para pendahulunya dan berjasa membagun berbagai infrastruktur, 
termasuk modernisasi Lapangan Terbang Waioti dan Pelabuhan Laut 
Sadang Bui serta Stasiun Minyak Pertamina di Bolawolon. Tahun 1988 
Drs.Woda Pale digantikan oleh Drs. A.M CONTERIUS. Dimasa 
pemerintahan Drs. A.M CONTERIUS tepatnya 12 Desember 1992 Kota 
Meumere dan Kabupaten Sikka umumnya digumcang gempa teltonik 
 35 
 
berkekuatan 6,8 SR dan tsunami dengan tinggi gelombang setinggi 4,7 m 
tercatat 2000 lebih penduduk meninggal. 
Tahun 1993 Alexander Idong mengantikan Drs. A.M CONTERIUS 
beliau berusaha keras membangun kembali Kabupaten Sikka khususnya 
Kota Maumere yang hancur oleh gempa tektonik. Tahun 1998 Drs.Paulus 
Moa mengantikan Alexander Idong banyak karya dipersembahkan 
olehnya terutama mempercantik wajah kota maumere agar layak 
dikunjungi oleh para wisatawan. Pada tahun 2003 sesuai dengan 
perundangan yang baru diberlakukan yakni UU No. 22 tahun 2001 tentang 
pemerintahan daerah, pemimpin eksekutif dikendalikan oleh seorang 
Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten setempat tahun 2003 itu DPRD Kabupaten Sikka 
memlih Drs. Alexader Longginus sebagai Bupati Sikka Ketujuh dan Drs. 
Yoseph Ansar Rera sebagai Wakil Bupati Sikka yang Pertama. Keduanya 
dilantik oleh Gubernur NTT Piet Alexander Tallo pada hari Sabtu, 31 Mei 
2003 dalam sidang paripurna istimewa dihalaman gedung DPRD 
Kabupaten Sikka.  
Waktu berlalu, Undang-Undang berubah kehidupan berganti sesuai 
dengan Undang-Undang No 32 tahun 2004 yang mengantikan Undang-
Undang 22 tahun 2001 tentan Pemerintahan Daerah. Rakyat sendirilah 
yang kini memilih sendiri pemimpinya. Pada hari Rabu tanggal 16 April 
2008, melalui pemilihan langsung kepala daerah (PILKADA), rakyat 
kabupaten sikka memilih Drs. Sosimus Mitang menjadi Bupati Sikka 
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kedelapan dan Dr. Wera Damianus, M.M menjadi Wakil Bupati Sikka yang 
kedua. Kedua pemimpin ini dilantik pada Sabtu, 31 Mei 2008 di Kupang 
oleh Gubernur Piet Alexander Tallo, S.H untuk periode abdi 2008-2013. 
Selanjutnya untuk periode 2012-2017 Kabupaten Sikka dipimpin oleh 
Drs.Yoseph Ansar Rera bersama Wakil Bupati ketiga Kabupaten Sikka 
Drs. Paulus Nong Susar. Pada masa Pemerintahan Bupati Sikka yang 
kesembilan ini, tentunya Daerah Sikka sudah banyak mengalami 
perkembangan dan kemajuan. Beberapa monumen dibangun di pusat 
Kota Maumere, seperti : Monumen Stunami 1992, monumen ini dibangun 
untuk mengenang gempa dan tsunami di Maumere Pada Tahun 1992. 
Ada pun dibangun pusat kesenian Kabupaten Sikka, yang menjual 
berbagai macam motif sarung di Sikka dan perhiasan khas Sikka  yang 
terbuat dari gading asli. Selain beberapa hal tersebut ada pembangunan  
penambahan pelabuhan untuk kapal fery tujuan penyeberangan Maumere 
dan pulau-pulau sekitarnya, hingga ke luar Pulau Flores. 
4.1.2. Kondisi Geografis  
Kabupaten Sikka dengan ibukota Maumere adalah salah satu 
kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di arah timur 
Pulau Flores. Letak Kabupaten Sikka sangat strategis karena merupakan 
pintu gerbang utama bagi masuk/keluarnya barang dan jasa di daratan 
Flores, baik melalui darat, laut dan udara. Untuk mencapai wilayah 
Kabupaten Sikka dari luar Pulau Flores dapat dilakukan dengan melalui 
Pelabuhan Udara Waioti yang telah dapat disinggahi oleh pesawat jenis 
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Fokker 28 dan melalui laut yang dilayani oleh Pelabuhan Sadang Bui yang 
dapat disandari oleh kapal-kapal relatif besar dan Pelabuhan Rakyat di 
Wuring Lama. Selain itu ada pun pelabuhan untuk kapal Feri, yang 
terdapat di Kewapante Kecamatan Kewapante. Pelabuhan ini baru 
beroperasi untuk kapal-kapal di sekitar Pulau Flores.  
Kabupaten Sikka secara geografis terletak antara 806’36”LS – 
8048’0”LS dan 121040’12”BT – 122041’24”BT. Kondisi topografis 
Kabupaten Sikka dikelompokkan dalam satuan luas per interval kontur 
(ketinggian dari permukaan laut), didominasi oleh wilayah dengan 
ketinggian > 500 m, yakni 42,91 % dari luas wilayah daratan. 
Kondisi kemiringan tanah (lereng) sangat bervariasi, berkisar dari 0 s/d > 
40 % dan didominasi oleh kemiringan tanah yang lebih besar 40 % 
dengan luas 81.641 ha. 
                     Gambar 4.2 : Peta kabupaten Sikka 
           
Batas wilayah Kabupaten Sikka : 
1) Sebelah timur : Kabupaten Flores Timur 
2) Sebelah barat : Kabupaten ende 
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3) Sebelah Utara : Laut Flores 
4) Sebelah Selatan : Laut Sawu         
4.1.3. Penduduk 
Penduduk Kabupaten Sikka 91% beragama Katolik. Kawasan 
pesisir utara cukup banyak dihuni oleh warga keturunan etnik Tidung-
Bajo, Bugis serta Jawa dan Tionghoa. Penduduk Kabupaten Sikka 
tersebar di 21 kecamatan, kawasan berpenduduk padat adalah di 
kawasan utara yang berbatasan dengan Laut Flores, sedang kawasan 
selatan yang berbatasan dengan Laut Sawu/Lautan Hindia berpenduduk 
jarang. Konsentrasi penduduk perkotaan ada di Kota Maumere 
(Kecamatan Alok/Alok Timur/Alok Barat) dan kawasan Geliting di 
Kewapante. Penduduk Kabupaten Sikka dan etnis Tionghoa mayoritas 
memeluk agama Katolik sementara orang-orang Bajo memeluk agama 
Islam. Jumlah penganut Katolik di kabupaten Sikka terbesar karena 
pegaruh Portugis dahulu kala diwilayah ini sekaligus membawa 
perubahan dan pengaruh pada bidang sosial budaya, kesenian dan 
agama hingga saat ini. Kehidupan masyarakat masih banyak yang terikat 
dengan karakteristik masyarakat tradisional yang masih terikat pada 
sistem kekerabatan. 
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      Tabel 4.2 : Jumlah Kecamatan di Kabupaten Sikka 
         
Kecamatan 
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 Mego 11922 12033 12190 12237 12339 12428 12514 
 Tanawawo 8730 8789 8840 8891 8942 8984 9021 
 Lela 11697 11839 11962 12103 12238 12365 12477 
 Bola 10840 11037 11219 11422 11618 11805 11987 
 Doreng 11244 11411 11560 11729 11892 12043 12192 
 Mapitara 6338 6478 6611 6756 6900 7040 7177 
 Talibura 20535 20659 20749 20872 20977 21060 21136 
 Waigete 22268 22408 22509 22647 22766 22862 22947 
 Paga 15660 15754 15822 15914 15993 16056 16111 
 Waiblama 7070 7113 7143 7186 7223 7252 7277 
 Kewapante 13507 13586 13644 13721 13788 13841 13887 
 Hewokloang 8279 8365 8437 8523 8603 8676 8744 
 Kangae 16456 16562 16641 16746 16837 16910 16976 
 Palue 9596 9703 9793 9900 10001 10089 10175 
 Koting 6388 6458 6516 6587 6651 6711 6766 
 Nelle 5821 5929 6027 6137 6245 6347 6447 
 Nita 21307 21461 21577 21729 21863 21976 22077 
 Magepanda 11559 11704 11830 11977 12115 12241 12364 
 Alok 33195 33426 33598 33829 34030 34195 34349 
 Alok Barat 16872 16976 17050 17153 17239 17309 17371 
 Alok Timur 32295 32530 32713 32949 33151 33319 33482 
 Kabupaten 301579 30421 30641 30908 31141 31359 31547 
          Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka 
Berdasarkan tabel 4.2 menunujukan bahwa Jumlah Penduduk 
paling banyak  dari tahun 2010-2016 adalah Kecamatan Alok, dengan 
data terbaru 2016 berjumlah 34.349 Jiwa, Menyusul Kecamatan Alok 
berjumlah 33.482 jiwa dan Kecamatan Waigete dengan jumlah 22.947 
jiwa. Kecamatan Alok dan Kecamatan Alok timur terletak di pusat Ibu Kota 
Kabupaten Sikka. Sedangkan Kecamatan Waigete terletak di bagian 
Timur Kabupaten Sikka, Kecamatan Waigete merupakan salah satu 
wilayah dengan kasus Gizi buruk yang banyak. 
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4.1.4  Komoditi Unggulan 
Komoditi unggulan Kabupaten Sikka yaitu sektor pertanian, 
perkebunan, perikanan, peternakan dan jasa. Sektor pertanian komoditi 
unggulannya adalah jagung, kedelai, ubi jalar, ubi kayu. Sub sektor 
tanaman perkebunan dengan komoditi kakao, kopi, kelapa, cengkeh, 
jambu mete, jarak, kapuk, kemiri, lada, pala, pinang, tembakau, dan vanili. 
Sub sektor perikanan komoditinya adalah budidaya laut. Sub sektor 
peternakan komoditi yang diunggulkan berupa sapi, babi, domba, 
kambing, kerbau, kuda. Sub sektor jasa komoditinya yaitu wisata alam 
dan wisata budaya. Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, di 
wilayah ini tersedia 1 bandar udara, yaitu Bandara Frans Seda dan 
memiliki 2 pelabuhan yaitu Pelabuhan Loren Say dan Pelabuhan Feri 
Kewapante. 
 
4.1.5  Obyek Wisata  
 Maumere adalah ibu kota Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. 
Dari Jakarta, sekitar dua jam perjalanan dengan pesawat untuk transit di 
Denpasar, Bali. Lalu dari pulau dewata itu, melanjutkan perjalanan ke 
Maumere dengan pesawat selama dua jam pula. Kota yang mayoritas 
penduduknya nasrani ini pernah dikunjungi Paus Yohanes Paulus II pada 
1989. Ada beberapa tempat menarik bila Anda singgah di kota ini. 
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1) Bukit Nilo 
   Letaknya sekitar 5 km dari Maumere. Nama sebenarnya 
Desa Nilo, bukit Keli. Namun masyarakat menjulukinya Bukit Nilo.Di 
atas bukit, ada patung Bunda Segala Bangsa, atau patung Maria. 
Tingginya sekitar 18 meter. Belum termasuk fondasinya yang 
setinggi 28 meter. Beratnya sekitar 6 ton. Patung ini dibuat pada 
2005. Tempat ini tak hanya menjadi wisata religi bagi kaum nasrani. 
Masyarkat nonnasrani pun datang untuk menikmati panorama indah. 
Dari atas bukit Nilo, bisa melihat seluruh kota Maumere. Biasanya 
masyarakat datang untuk melihat matahari terbit di sini. 
2) Gereja Tua Sikka  
 Bangunan gereja ini sudah bertahan lebih dari satu abad di 
Sikka Natar. Didirikan pada 1899 oleh misionaris dari tarekat Jesuit 
dengan bantuan raja Sikka. Bentuk dan corak bangunannya yang 
tradisional dari abad XVIII-XIX. Dindingnya dihias dengan lukisan 
motif tenun ikat Sikka. 
3) Museum Blokonblewut 
  Museum ini yang terbesar di Nusa Tenggara Timur. 
Letaknya 10 Km dari arah kota Maumere yang berada di Seminari 
Tinggi St. Paulus Ledalero Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. Bikon 
artinya lampau, blewut artinya sisa-sisa peninggalan masa lampau. 
Berbagai koleksi peninggalan bersejarah masa lampau ada di sini. 
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Fosil, pakaian adat, perhiasan, benda-benda porselen, alat musik, 
tenunan, anyaman dan ukiran, dan fauna. 
4) Wisata Bahari 
Berbagai macam tempat diving dan snorkeling yang 
menyajikan keindahan alam dan kekayaan biota laut di kabupaten 
Sikka. Tempat wisata tersebut ada yang belum dikelolah oleh 
Pemerintah Daerah. Wisata tersebut antara lain : Tanjung 
Watumanu dan hutang Mangrove Berada di Kecamatan 
Magepanda, Pantai Koka di Kecamatan Paga, Pantai Doreng di 
Kecamatan Doreng, Seaword dan Coconut Garden di Kecamatan 
Kewapante. Biayanya beragam. Snorkeling sekitar Rp 200 ribu, 
diving sekitar Rp 700 ribu.  
5) Deasa Watublapi.  
Watubelapi adalah satu dusun yang warganya 
membudidayakan kain ikat tenun. Masyarakat membuat kain ikat 
tenun secara tradisional, dengan alat pemintal dari kayu. Proses 
perwarnaan dan pembuatan motifnya pun secara alami dengan 
menggunakan tumbuh-tumbuhan. Pembuatan satu kain ikat tenun, 
melibatkan seluruh perempuan di dusun ini. Di Desa Watublapi, 
para wisatawan bisa melihat proses pembuatan kain ikat tenun dari 
awal hingga akhir. 
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4.1.6  Visi dan Misi Kabupaten Sikka 
a. Visi : “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sikka yang bersatu, 
berkeadilan, sehat, cerdas dan bermartabat dengan berbasis pada 
latar belakang sejarah dan budaya melalui sistem pemerintahan 
yang baik dan bersih.” 
b. Misi :  
1) Meningkatkan Rasa Persatuan yang merupakan Satu Kesatuan 
yang Memiliki Kepentingan Hidup Bersama dengan Berbasis 
pada Latar Belakang Sejarah dan Budaya 
2) Meningkatkan Keadilan Terutama dalam Persamaan Hak dan 
Kewajiban di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan 
Pembinaan Umum. 
3) Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia dan Lingkungan 
Dalam Upaya Mencapai Derajat Kesehatan dan Tingkat 
Pendidikan Melalui Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan 
Formal dan Non Formal yang Bermutu. 
4) Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, Melalui Forum Kerukunan Umat Beragama Menuju 
Kehidupan yang Berakhlak, Berbudi Pakerti dan 
Berperikemanusiaan. 
5) Mendorong Terwujudnya Insttitusi Pemerintah yang Bersih, 
Transparan, Berakuntabel dan Berkarakter. 
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6) Memberdayakan Potensi Sumber Daya Lokal dan Institusi 
Sosial Kemasyarakatan Sebagi Kekuatan untuk Mempercepat 
Pertumbuhan dan Pemerataan Hasil-hasil Pembangunan bagi 
Masyarakat. 
7) Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan 
Gender. 
8) Membuka Jaringan Koordinasi dan Kerjasama Antar Daerah 
Baik secara Regional Maupun Secara Nasional. 
4.1.7 Provil Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka 
              Provil Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka adalah gambaran 
situasi kesehatan di Kabupaten Sikka yang memuat berbagai data tentang 
situasi dan hasil pembangunan kesehatan selama satu tahun. 
Profil Kesehatan Kabupaten Sikka terdiri dari : 
1.   Pendahuluan :  
Berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan profil 
kesehatan dan sistematika dari penyajiannya. 
2. Gambaran Umum : 
Menyajikan tentang letak greografis, administrasi dan 
informasi serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
kesehatan, misalnya : kependudukan, ekonomi, pendidikan, 
sosial budaya dan lingkungan. 
3. Situasi Derajat Kesehatan : 
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Menguraikan tentang angka kematian, angka sakit dan 
angka status gizi masyarakat. 
4. Situasi Upaya Kesehatan : 
 Menguraikan tentang pelayanan kesehatan dasar, 
pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang, 
pemberantasan penyakit menular, pembinaan kesehatan 
lingkungan dan sanitasi dasar perbaikan gizi masyarakat, 
pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan, pelayanan 
kesehatan dalam situasi bencana. 
5. Situasi Sumber Daya Kesehatan : 
Uraian tentang sarana kesehatan, tenaga kesehatan, 
pembiayaan kesehatan dan sumber daya kesehatan lainnya. 
 
4.1.8 Visi dan Misi Dinas Kesehatan 
a. Visi  : Terwujudnya pelayanan prima menuju Sikka sehat 2018 
b. Misi : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan 
2. Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan 
3. Meningkatkan kemitraan, koordinasi dan penguatan 
pemberdayaan serta kemandirian masyarakat. 
4. Mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih 
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Gambar 4.3 
Struktur Organisai Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka 
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4.2  Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kasus Gizi Buruk    
di Kabupaten Sikka 
Upaya Penanganan kasus gizi buruk yang telah dilakukan 
Pemerintah Daerah yaitu : memperkuat preventif dan promotif pada 
masyarakat  dan seluruh jajaran kesehatan terutama di puskesmas. 
Penyelenggaraan upaya kesehatan harus bersifat menyeluruh, terpadu, 
berkelanjutan, terjangkau, berjenjang, profesional, dan bermutu. Adapun 
anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi 
Umum (DAK) untuk program perbaikan gizi masyarakat  sebesar Rp 
218.850.500 dengan item kegiatan, yaitu pemberdayaan masyarakat 
untuk mencapai keluarga sadar gizi. Lokasi kegiatan : Dinas Kesehatan, 
Pusekesmas dan Poskesdas. 
 Penyelenggaraan upaya kesehatan harus sesuai dengan nilai dan 
norma sosial budaya, moral, dan etika profesi. Promotif adalah upaya 
meningkatkan status kesehatan seseorang semakin meningkat. Preventif  
adalah melakukan pencegahan agar seseorang jangan sampai terkena 
penyakit atau bisa juga dengan menjaga supaya orang yang sehat agar 
tetap sehat. Berikut merupakan beberapa langkah preventif yang dijlankan 
Pemerintah Daerah Sikka : 
1) Mengembalikan fungsi posyandu dan meningkatkan kembali 
partisipasi masyarakat dan keluarga dalam memantau, mengenali 
dan menanggulangi secara dini gangguan pertumbuhan pada 
balita. 
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2) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM puskesmas 
beserta jaringannya dalam tatalaksana gizi buruk dan masalah gizi 
lain, manajemen laktasi dan konseling gizi. 
3) Menanggulangi secara langsung masalah gizi yang terjadi pada 
kelompok rawan termasuk keadaan darurat melalui suplementasi 
zat gizi mikro, MP-ASI, makanan tambahan dan diet khusus. 
4) Mewujudkan keluarga sadar gizi melalui advokasi, sosialisasi dan 
KIE gizi seimbang. 
5) Mengoptimalkan surveilans berbasis masyarakat melalui SKDN, 
Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB) Gizi 
Buruk, dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), untuk 
meningkatkan manajemen program perbaikan gizi. 
6) Mengembangkan model intervensi gizi tepat guna yang evidence 
based. 
7) Menggalang kerjasama lintas sektor dan kemitraan dengan 
masyarakat beserta swasta/dunia usaha dalam memobilisasi 
sumberdaya untuk penyediaan pangan di tingkat rumah tangga, 
peningkatan daya beli keluarga, dan perbaikan pola asuhan gizi 
keluarga. 
Promotif atau Promosi Kesehatan adalah upaya untuk 
meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, 
untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong diri sendiri, 
serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, 
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sesuai sosial budaya setempat dan didukung kebijakan publik yang 
berwawasan kesehatan. Menolong diri sendiri artinya masyarakat mampu 
menghadapi masalah-masalah kesehatan potensial (yang mengancam) 
dengan cara mencegahnya dan mengatasi masalah-masalah kesehatan 
yang sudah terjadi dengan cara menanganinya secara efektif serta efisien.  
Dengan kata lain, masyarakat mampu berperilaku hidup bersih dan 
sehat (PHBS) dalam rangka memecahkan masalah-masalah kesehatan 
yang dihadapinya (problem solving), baik masalah-masalah kesehatan 
yang sudah diderita maupun yang potensial (mengancam), secara mandiri 
(dalam batas-batas tertentu). Pada tingkatan Puskesmas Promosi 
Kesehatan oleh Puskesmas adalah upaya Puskesmas untuk 
meningkatkan kemampuan pasien, individu sehat, keluarga (rumah 
tangga) dan masyarakat, agar (1) pasien dapat mandiri dalam 
mempercepat kesembuhan dan rehabilitasinya, (2) individu sehat, 
keluarga dan masyarakat dapat mandiri dalam meningkatkan kesehatan, 
mencegah masalah-masalah kesehatan dan mengembangkan upaya 
kesehatan bersumber daya masyarakat, melalui (3) pembelajaran dari, 
oleh, untuk dan bersama masyarakat, sesuai sosial budaya masyarakat, 
serta didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. 
4.2.1 Sasaran Promosi Kesehatan 
Dalam pelaksanaan promosi kesehatan dikenal adanya 3 (tiga) 
jenis sasaran, yaitu (1) sasaran primer, (2) sasaran sekunder dan (3) 
sasaran tersier. 
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4.2.1.1 Sasaran Primer 
Sasaran primer (utama) upaya promosi kesehatan 
sesungguhnya adalah pasien, individu sehat dan keluarga (rumah 
tangga) sebagai komponen dari masyarakat. Mereka ini diharapkan 
mengubah perilaku hidup mereka yang tidak bersih dan tidak sehat 
menjadi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Akan tetapi 
disadari bahwa mengubah perilaku bukanlah sesuatu yang mudah. 
Perubahan perilaku pasien, individu sehat dan keluarga (rumah 
tangga) akan sulit dicapai jika tidak didukung oleh: Sistem nilai dan 
norma-norma sosial serta norma-norma hukum yang dapat 
diciptakan/dikembangkan oleh para pemuka masyarakat, baik 
pemuka informal maupun pemuka formal. Keteladanan dari para 
pemuka masyarakat, baik pemuka informal maupun pemuka 
formal, dalam mempraktikkan PHBS. Suasana lingkungan sosial 
yang kondusif (social pressure) dari kelompok-kelompok 
masyarakat dan pendapat umum (public opinion). Sumber daya 
dan atau sarana yang diperlukan bagi terciptanya  PHBS, yang 
dapat diupayakan atau dibantu penyediaannya oleh mereka yang 
bertanggung jawab dan berkepentingan (stakeholders), khususnya 
perangkat pemerintahan dan dunia usaha. 
4.2.1.2 Sasaran Sekunder 
Sasaran sekunder adalah para pemuka masyarakat, baik 
pemuka informal (misalnya pemuka adat, pemuka agama dan lain-
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lain) maupun pemuka formal (misalnya petugas kesehatan, pejabat 
pemerintahan dan lain-lain), organisasi kemasyarakatan dan media 
massa. Mereka diharapkan dapat turut serta dalam upaya 
meningkatkan PHBS pasien, individu sehat dan keluarga (rumah 
tangga) dengan cara: berperan sebagai panutan dalam 
mempraktikkan PHBS. Turut menyebarluaskan informasi tentang 
PHBS dan menciptakan suasana yang kondusif bagi PHBS. 
Berperan sebagai kelompok penekan (pressure group) guna 
mempercepat terbentuknya PHBS. 
4.2.1.3 Sasaran Tersier 
Sasaran tersier adalah para pembuat kebijakan publik yang 
berupa peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan 
bidang-bidang lain yang berkaitan serta mereka yang dapat 
memfasilitasi atau menyediakan sumber daya. Masyarakat 
diharapkan turut serta dalam upaya meningkatkan PHBS pasien, 
individu sehat dan keluarga (rumah tangga) dengan cara: 
memberlakukan kebijakan/peraturan perundang-undangan yang 
tidak merugikan kesehatan masyarakat dan bahkan mendukung 
terciptanya PHBS dan kesehatan masyarakat. Membantu 
menyediakan sumber daya (dana, sarana dan lain-lain) yang dapat 
mempercepat terciptanya PHBS di kalangan pasien, individu sehat 
dan keluarga (rumah tangga) pada khususnya serta masyarakat 
luas pada umumnya. 
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4.2.2 Strategi Promosi Kesehatan 
Menyadari rumitnya hakikat dari perilaku, maka perlu dilaksanakan 
strategi promosi kesehatan paripurna yang terdiri dari (1) pemberdayaan, 
yang didukung oleh (2) bina suasana dan (3) advokasi, serta dilandasi 
oleh semangat (4) kemitraan. Pemberdayaan adalah pemberian informasi 
dan pendampingan dalam mencegah dan menanggulangi masalah 
kesehatan, guna membantu individu, keluarga atau kelompok-kelompok 
masyarakat menjalani tahap-tahap tahu, mau dan mampu mempraktikkan 
PHBS. Bina suasana adalah pembentukan suasana lingkungan sosial 
yang kondusif dan mendorong dipraktikkannya PHBS serta penciptaan 
panutan-panutan dalam mengadopsi PHBS dan melestarikannya. 
Sedangkan advokasi adalah pendekatan dan motivasi terhadap pihak-
pihak tertentu yang diperhitungkan dapat mendukung keberhasilan 
pembinaan PHBS baik dari segi materi maupun non materi. 
     Gambar 4.4 
  Strategi Promosi Kesehatan 
     MASYARAKAT 
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4.2.2.1 Pemberdayaan 
Dalam upaya promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat 
merupakan bagian yang sangat penting dan bahkan dapat dikatakan 
sebagai ujung tombak. Pemberdayaan adalah proses pemberian informasi 
kepada individu, keluarga atau kelompok (klien) secara terus-menerus 
dan berkesinambungan mengikuti perkembangan klien, serta proses 
membantu klien, agar klien tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu 
atau sadar (aspek knowledge), dari tahu menjadi mau (aspek attitude) dan 
dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan 
(aspek practice). Oleh sebab itu, sesuai dengan sasaran (klien)nya dapat 
dibedakan adanya (a) pemberdayaan individu, (b) pemberdayaan 
keluarga dan (c) pemberdayaan kelompok/masyarakat. Dalam 
mengupayakan agar klien tahu dan sadar, kuncinya terletak pada 
keberhasilan membuat klien tersebut memahami bahwa sesuatu 
(misalnya Diare) adalah masalah baginya dan bagi masyarakatnya. 
Sepanjang klien yang bersangkutan belum mengetahui dan menyadari 
bahwa sesuatu itu merupakan masalah, maka klien tersebut tidak akan 
bersedia menerima informasi apa pun lebih lanjut.  
Saat klien telah menyadari masalah yang dihadapinya, maka 
kepadanya harus diberikan informasi umum lebih lanjut tentang masalah 
yang bersangkutan.Perubahan dari tahu ke mau pada umumnya dicapai 
dengan menyajikan fakta-fakta dan mendramatisasi masalah. Tetapi 
selain itu juga dengan mengajukan harapan bahwa masalah tersebut bisa 
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dicegah dan atau diatasi. Di sini dapat dikemukakan fakta yang berkaitan 
dengan para tokoh masyarakat sebagai panutan (misalnya tentang 
seorang tokoh agama yang dia sendiri dan keluarganya tak pernah 
terserang Diare karena perilaku yang dipraktikkannya). Bilamana seorang 
individu atau sebuah keluarga sudah akan berpindah dari mau ke mampu 
melaksanakan, boleh jadi akan terkendala oleh dimensi ekonomi.  
Dalam hal ini kepada yang bersangkutan dapat diberikan bantuan 
langsung. Tetapi yang seringkali dipraktikkan adalah dengan 
mengajaknya ke dalam proses pemberdayaan kelompok/masyarakat 
melalui pengorganisasian masyarakat (community organization) atau 
pembangunan masyarakat (community development). Untuk itu, sejumlah 
individu dan keluarga yang telah mau, dihimpun dalam suatu kelompok 
untuk bekerjasama memecahkan kesulitan yang dihadapi. Tidak jarang 
kelompok ini pun masih juga memerlukan bantuan dari luar (misalnya dari 
pemerintah atau dari dermawan). Di sinilah letak pentingya sinkronisasi 
promosi kesehatan dengan program kesehatan yang didukungnya dan 
program-program sektor lain yang berkaitan.  
Hal-hal yang akan diberikan kepada masyarakat oleh program 
kesehatan dan program lain sebagai bantuan, hendaknya disampaikan 
pada fase ini, bukan sebelumnya. Bantuan itu hendaknya juga sesuai 
dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Pemberdayaan akan lebih 
berhasil jika dilaksanakan melalui kemitraan serta menggunakan metode 
dan teknik yang tepat. Pada saat ini banyak dijumpai lembaga-lembaga 
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swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kesehatan atau 
peduli terhadap kesehatan. LSM ini harus digalang kerjasamanya, baik di 
antara mereka maupun antara mereka dengan pemerintah, agar upaya 
pemberdayaan masyarakat dapat berdayaguna dan berhasilguna. Setelah 
itu, sesuai ciri-ciri sasaran, situasi dan kondisi, lalu ditetapkan, diadakan 
dan digunakan metode dan media komunikasi yang tepat. 
4.2.2.2 Bina Suasana 
Bina Suasana adalah upaya menciptakan lingkungan sosial yang 
mendorong individu anggota masyarakat untuk mau melakukan perilaku 
yang diperkenalkan. Seseorang akan terdorong untuk mau melakukan 
sesuatu apabila lingkungan sosial di mana pun ia berada (keluarga di 
rumah, organisasi siswa/mahasiswa, serikat pekerja/karyawan, orang-
orang yang menjadi panutan/idola, kelompok arisan, majelis agama dan 
lain-lain, dan bahkan masyarakat umum) menyetujui atau mendukung 
perilaku tersebut. Oleh karena itu, untuk memperkuat proses 
pemberdayaan, khususnya dalam upaya meningkatkan para individu dari 
fase tahu ke fase mau, perlu dilakukan bina suasana. Terdapat tiga 
kategori proses bina suasana, yaitu (1) bina suasana individu, (2) bina 
suasana kelompok dan (3) bina suasana publik.  
4.2.2.2.1 Bina Suasana Individu 
Bina suasana individu dilakukan oleh individu-individu 
tokoh masyarakat. Dalam kategori ini tokoh-tokoh 
masyarakat menjadi individu-individu panutan dalam hal 
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perilaku yang sedang diperkenalkan. Yaitu dengan 
mempraktikkan perilaku yang sedang diperkenalkan tersebut 
(misalnya seorang kepala sekolah atau pemuka agama yang 
tidak merokok). Lebih lanjut bahkan mereka juga bersedia 
menjadi kader dan turut menyebarluaskan informasi guna 
menciptakan suasana yang kondusif bagi perubahan 
perilaku individu. 
4.2.2.2.2 Bina Suasana Kelompok 
Bina suasana kelompok dilakukan oleh kelompok-
kelompok dalam masyarakat, seperti pengurus Rukun 
Tetangga (RT), pengurus Rukun Warga (RW), majelis 
pengajian, perkumpulan seni, organisasi Profesi, organisasi 
Wanita, organisasi Siswa/mahasiswa, organisasi pemuda, 
serikat pekerja dan lain-lain. Bina suasana ini dapat 
dilakukan bersama pemuka/tokoh masyarakat yang telah 
peduli. Dalam kategori ini kelompok-kelompok tersebut 
menjadi kelompok yang peduli terhadap perilaku yang 
sedang diperkenalkan dan menyetujui atau mendukungnya. 
Bentuk dukungan ini dapat berupa kelompok tersebut lalu 
bersedia juga mempraktikkan perilaku yang sedang 
diperkenalkan, mengadvokasi pihak-pihak yang terkait dan 
atau melakukan kontrol sosial terhadap individu-individu 
anggotanya.  
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4.2.2.2.3 Bina Suasana Publik 
Bina suasana publik dilakukan oleh masyarakat 
umum melalui pengembangan kemitraan dan pemanfaatan 
media-media komunikasi, seperti radio, televisi, koran, 
majalah, situs internet dan lain-lain, sehingga dapat tercipta 
pendapat umum. Dalam kategori ini media-media massa 
tersebut peduli dan mendukung perilaku yang sedang 
diperkenalkan. Dengan demikian, maka media-media massa 
tersebut lalu menjadi mitra dalam rangka menyebarluaskan 
informasi tentang perilaku yang sedang diperkenalkan dan 
menciptakan pendapat umum atau opini publik yang positif 
tentang perilaku tersebut.  
Suasana atau pendapat umum yang positif ini akan 
dirasakan pula sebagai pendukung atau “penekan” (social 
pressure) oleh individu-individu anggota masyarakat, 
sehingga memuat peran si sasaran dalam pemecahan 
masalah berdasarkan kepada fakta atau evidence-based 
dikemas secara menarik dan jelas Sesuai dengan waktu 
yang tersedia Sebagaimana pemberdayaan dan bina 
suasana, advokasi juga akan lebih efektif bila dilaksanakan 
dengan prinsip kemitraan, yaitu dengan membentuk jejaring 
advokasi atau forum kerjasama. Dengan kerjasama, melalui 
pembagian tugas dan saling-dukung, maka sasaran 
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advokasi akan dapat diarahkan untuk sampai kepada tujuan 
yang diharapkan. Sebagai konsekuensinya, metode dan 
media advokasi pun harus ditentukan secara cermat, 
sehingga kerjasama dapat berjalan baik. 
4.2.2.3 Advokasi 
Advokasi adalah upaya atau proses yang strategis dan terencana 
untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait 
(stakeholders). Pihak-pihak yang terkait ini berupa tokoh-tokoh 
masyarakat (formal dan informal) yang umumnya berperan sebagai 
narasumber (opinion leader), atau penentu kebijakan (norma) atau 
penyandang dana. Juga berupa kelompok-kelompok dalam masyarakat 
dan media massa yang dapat berperan dalam menciptakan suasana 
kondusif, opini publik dan dorongan (pressure) bagi terciptanya PHBS 
masyarakat. Advokasi merupakan upaya untuk menyukseskan bina 
suasana dan pemberdayaan atau proses pembinaan PHBS secara umum. 
Perlu disadari bahwa komitmen dan dukungan yang diupayakan melalui 
advokasi jarang diperoleh dalam waktu singkat. Pada diri sasaran 
advokasi umumnya berlangsung tahapan-tahapan, yaitu (1) mengetahui 
atau menyadari adanya masalah, (2) tertarik untuk ikut mengatasi 
masalah, (3) peduli terhadap pemecahan masalah dengan 
mempertimbangkan berbagai alternatif pemecahan masalah, (4) sepakat 
untuk memecahkan masalah dengan memilih salah satu alternatif 
pemecahan masalah dan (5) memutuskan tindak lanjut kesepakatan. 
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Dengan demikian, maka advokasi harus dilakukan secara terencana, 
cermat dan tepat.  
Bahan-bahan advokasi harus disiapkan dengan matang, yaitu: 
Sesuai minat dan perhatian sasaran advokasi memuat rumusan masalah 
dan alternatif pemecahan masalah memuat peran si sasaran dalam 
pemecahan masalah Berdasarkan kepada fakta atau evidence-based 
dikemas secara menarik dan jelas sesuai dengan waktu yang tersedia 
sebagaimana pemberdayaan dan bina suasana, advokasi juga akan lebih 
efektif bila dilaksanakan dengan prinsip kemitraan, yaitu dengan 
membentuk jejaring advokasi atau forum kerjasama. Dengan kerjasama, 
melalui pembagian tugas dan saling-dukung, maka sasaran advokasi 
akan dapat diarahkan untuk sampai kepada tujuan yang diharapkan. 
Sebagai konsekuensinya, metode dan media advokasi pun harus 
ditentukan secara cermat, sehingga kerjasama dapat berjalan baik. 
4.2.2.4 Kemitraan 
Kemitraan harus digalang baik dalam rangka pemberdayaan 
maupun bina suasana dan advokasi guna membangun kerjasama dan 
mendapatkan dukungan. Dengan demikian kemitraan perlu digalang antar 
individu, keluarga, pejabat atau instansi pemerintah yang terkait dengan 
urusan kesehatan (lintas sektor), pemuka atau tokoh masyarakat, media 
massa dan lain-lain. Kemitraan harus berlandaskan pada tiga prinsip 
dasar, yaitu (1) kesetaraan, (2) keterbukaan dan (c) saling 
menguntungkan.  
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4.2.2.4.1 Kesetaraan 
Kesetaraan berarti tidak diciptakan hubungan yang bersifat 
hirarkhis. Semua harus diawali dengan kesediaan menerima bahwa 
masing-masing berada dalam kedudukan yang sama (berdiri sama 
tinggi, duduk sama rendah). Keadaan ini dapat dicapai apabila 
semua pihak bersedia mengembangkan hubungan kekeluargaan,  
yaitu hubungan yang dilandasi kebersamaan atau kepentingan 
bersama. Bila kemudian dibentuk struktur hirarkhis (misalnya 
sebuah tim), adalah karena kesepakatan.  
4.2.2.4.2 Keterbukaan 
Dalam setiap langkah diperlukan adanya kejujuran dari 
masing-masing pihak. Setiap usul/saran/komentar harus disertai 
dengan alasan yang jujur, sesuai fakta, tidak menutup-tutupi 
sesuatu. Pada awalnya hal ini mungkin akan menimbulkan diskusi 
yang seru layaknya “pertengkaran”. Akan tetapi kesadaran akan 
kekeluargaan dan kebersamaan, akan mendorong timbulnya solusi 
yang adil dari “pertengkaran” tersebut.  
4.2.2.4.1 Saling Menguntungkan 
Solusi yang adil ini terutama dikaitkan dengan adanya 
keuntungan yang didapat oleh semua pihak yang terlibat. PHBS 
dan kegiatan-kegiatan kesehatan dengan demikian harus dapat 
dirumuskan keuntungan-keuntungannya (baik langsung maupun 
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tidak langsung) bagi semua pihak yang terkait. Termasuk 
keuntungan ekonomis, bila mungkin. 
4.2.2.5 Pelaksana Promosi Kesehatan 
Memperhatikan strategi promosi kesehatan tersebut di atas, maka 
dapat dikatakan bahwa terdapat dua kategori pelaksana promosi 
kesehatan, yaitu (1) setiap petugas kesehatan dan (2) petugas khusus 
promosi kesehatan (disebut penyuluh kesehatan masyarakat).  
4.2.2.5.1 Setiap Petugas Kesehatan 
Setiap petugas kesehatan yang melayani pasien dan 
ataupun individu sehat (misalnya dokter, perawat, bidan, tenaga 
gizi, petugas laboratorium dan lain-lain) wajib melaksanakan 
promosi kesehatan. Namun demikian tidak semua strategi promosi 
kesehatan yang menjadi tugas utamanya, melainkan hanya 
pemberdayaan. Pada hakikatnya pemberdayaan adalah upaya 
membantu atau memfasilitasi pasien/klien, sehingga memiliki 
pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk mencegah dan 
atau mengatasi masalah kesehatan yang dihadapinya (to facilitate 
problem solving), dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan 
sehat (PHBS). Dalam pelaksanaannya, upaya ini umumnya 
berbentuk pelayanan informasi atau konsultasi. Artinya, tenaga-
tenaga kesehatan Puskesmas tidak hanya memberikan pelayanan 
teknis medis atau penunjang medis, melainkan juga penjelasan-
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penjelasan berkaitan dengan pelayanannya itu. Apalagi jika pasien 
ataupun individu sehat menanyakannya atau menginginkan 
penjelasan.  
Sedangkan jika mereka diam saja pun, tenaga kesehatan 
Puskesmas harus mengecek apakah diamnya itu karena sudah 
tahu atau sebenarnya belum tahu tetapi segan/tidak berani 
bertanya. Tantangan pertama dalam pemberdayaan adalah pada 
saat awal, yaitu pada saat meyakinkan seseorang bahwa suatu 
masalah kesehatan (yang sudah dihadapi atau yang potensial) 
adalah masalah bagi yang bersangkutan. Sebelum orang tersebut 
yakin bahwa masalah kesehatan itu memang benar-benar masalah 
bagi dirinya, maka ia tidak akan peduli dengan upaya apa pun 
untuk menolongnya. Tantangan berikutnya datang pada saat 
proses sudah sampai kepada mengubah pasien/klien dari mau 
menjadi mampu. Ada orang-orang yang walaupun sudah mau 
tetapi tidak mampu melakukan karena terkendala oleh sumber 
daya (umumnya orang-orang miskin). Ada juga orang-orang yang 
sudah mau tetapi tidak mampu melaksanakan karena malas. Orang 
yang terkendala oleh sumber daya (miskin) tentu harus difasilitasi 
dengan diberi bantuan sumber daya yang dibutuhkan. Sedangkan 
orang yang malas dapat dicoba rangsang dengan “hadiah” (reward) 
atau harus “dipaksa” menggunakan peraturan dan sanksi 
(punishment).  
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4.2.2.5.2  Petugas Khusus Promosi Kesehatan 
Petugas khusus promosi kesehatan diharapkan dapat 
membantu para petugas kesehatan lain dalam melaksanakan 
pemberdayaan, yaitu dengan: menyediakan alat bantu/alat peraga 
atau media komunikasi guna memudahkan petugas kesehatan 
dalam melaksanakan pemberdayaan. Menyelenggarakan bina 
suasana baik secara mandiri atau melalui kemitraan dengan pihak-
pihak lain. Menyelenggarakan advokasi dalam rangka kemitraan 
bina suasana dan dalam mengupayakan dukungan dari pembuat 
kebijakan dan pihak-pihak lain (sasaran tersier). Dalam 
keterbatasan sumber daya manusia kesehatan, sehingga belum 
dimungkinkan adanya petugas khusus promosi kesehatan di setiap 
Puskesmas, maka di dinas kesehatan kabupaten/kota harus 
tersedia tenaga khusus promosi kesehatan.  
Tenaga ini berupa pegawai negeri sipil dinas kesehatan 
kabupaten/kota yang ditugasi untuk melaksanakan promosi 
kesehatan. Petugas ini bertanggung jawab membantu pelaksanaan 
promosi kesehatan di Puskesmas. Oleh karena itu, agar kinerja 
mereka baik, seyogianya di dinas kesehatan kabupaten/kota 
terdapat lebih dari seorang tenaga khusus promosi kesehatan 
(jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan setiap orang untuk 
membantu jumlah Puskesmas yang ada). Jika tidak mungkin 
diperoleh dari pegawai negeri sipil dinas kesehatan kabupaten/kota 
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,untuk tenaga khusus promosi kesehatan ini dapat direkrut tenaga-
tenaga dari organisasi kemasyarakatan yang ada melalui pola 
kemitraan. 
Masalah gizi telah dibahas dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) dijabarkan dalam renstra dinas kesehatan 
2013-2018 yang berhubungan dengan masalah gizi, yaitu Indikator 
sasaran ada prevelensi gizi kurang, prevelensi gizi buruk dan stunting. 
Stunting (balita pendek) menggambarkan kejadian kurang gizi pada balita 
yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan dampaknya bukan 
hanya secara fisik, tetapi justru pada fungsi kognitif. Upaya lain adalah 
menjalin kerja sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dengan 
Badan Ketahanan Pangan dan juga partisipasi dari Lembaga LSM 
(PLAN). Pemerintah Desa pun turut memeberikan anggaran dari dana 
ADD untuk penanggulan gizi buruk. Dalam penanggulangan kasus gizi 
buruk. Berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka yang telah 
disampaikan oleh salah seorang anggota DPRD Sikka, Bahwa : 
“Selain berpedoman pada Peraturan  Bupati Sikka No.4 Tahun 
2014 tentang ASI sebagai makanan utama bagi bayi, Pemerintah 
Daerah (DPRD Sikka)  telah merancang Perda mengenai Paud 
Holistik Intgratif. Perda ini mengatur tentang perlindungan anak 
balita dari usia 0-6 tahun  untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 
dan gizi, pola pengasuhan dan perlindungan untuk anak.”8 
Hasil wawancara menunjukan bahwa : Belum adanya Peraturan 
Daerah mengenai Balita dan gizi buruk. Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sikka baru merancang Perda tentang Paud Holistik yang tidak hanya 
                                                          
8 Wawancara Anggota DPRD Tanggal 16 Januari 2017 
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dilihat dari masalah anak dan kesehatan, tetapi hak anak mendapatkan 
perlindungan dari Pemerintah Daerah. Sejauh ini penanganan gizi buruk 
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka yaitu sebagai berikut :  
4.2.1 Program Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Gizi Buruk  
(Penyeluhuhan khusus ibu rumah tangga) 
Menimbang begitu pentingnya menjaga kondisi gizi balita untuk 
pertumbuhan dan kecerdasannya, maka sudah seharusnya para orang 
tua memperhatikan hal-hal yang dapat mencegah terjadinya kondisi gizi 
buruk pada anak. Berikut adalah beberapa cara untuk mencegah 
terjadinya gizi buruk dalam Penyuluhan yang diberikan oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten Sikka :  
4.2.2.4 Pemberian Makanan Tambahan Anak 
   Pemberian Makanan Tambahan (PMT) adalah kegiatan pemberian 
makanan kepada balita dalam bentuk kudapan yang aman dan bermutu 
beserta kegiatan pendukung lainnya dengan memperhatikan aspek mutu 
dan keamanan pangan. Serta mengandung nilai gizi yang sesuai dengan 
kebutuhan sasaran. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ada dua 
macam yaitu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan dan 
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) penyuluhan. Memiliki tujuan yang 
sama yaitu untuk memenuhi kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan oleh 
balita.  
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Tabel 4.3 
Nama Balita Penerima PMT di Kecamatan Waigete 
 
 
No Nama 
Balita/anak 
Usia Nama 
Orang Tua 
Alamat 
1 Kristiano Aliando 22 bln Lorend & Jupita Desa Runut 
2 Maria Yulita Rita 25 bln Aloysius & Krisna Desa Egon 
3 Enong 13 bln Laurensius & Adrina Desa Nangatobong 
4 Paulus Niki 18 bln Servasius & Elisabet 
Nona 
Desa Wairterang 
5 Agustinus Nong 
Kelvin 
30 bln Agustinus Rehin & 
Anastasia Mita 
Desa Hoder 
Sumber Data : Puskesmas Waigete 
Menurut orang tua balita yang menerima PMT tersebut, dengan 
adanya PMT sangat membantu orang tua balita dalam pemenuhan 
asupan gizi bagi balita. Makanan yang diberikan dari petugas puskesmas 
sudah terjamin kualitas dan gizinya. Selain itu, PMT juga dapat 
mengurangi biaya ekonomi dalam keluarga, karena bahan-bahan untuk 
PMT bisa didapat dari bahan makanan lokal sehari-hari dan juga ada pun 
pemberian dari petugas puskesmas. PMT yang dilakukan secara rutin 
telah menambah gizi bagi balita, sehinga dapat megurangi maslah gizi 
buruk yang dialami balita masyarakat tersebut. 
PMT pemulihan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi 
balita sekaligus sebagai pembelajaran bagi ibu dari balita sasaran. PMT 
pemulihan diberikan dalam bentuk makanan atau bahan makanan lokal. 
Hanya dikonsumsi oleh balita gizi buruk dan sebagai tambahan makanan 
sehari-hari bukan sebagai makanan pengganti makanan utama. Makanan 
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tambahan pemulihan diutamakan berbasis bahan makanan lokal. Jika 
bahan lokal terbatas dapat digunakan makanan pabrikan yang tersedia di 
wilayah setempat dengan memperhatikan kemasan, label dan masa 
kadaluarsa untuk keamanan pangan. Diuatamakan berupa sumber protein 
hewani dan nabati serta sumber vitamin dan mineral terutama berasaal 
dari sayur dan buah. PMT pemulihan ini diberikan sekali dalam satu hari 
selama 90 hari berturut-turut atau 3 bulan.  
Makanan tambahan pemulihan dapat berupa pabrikan dan lokal. 
PMT pemulihan pabrikan merupakan yaitu makanan pendamping ASI 
dalam bentuk biskuit yang mengandung 10 vitamin dan 7 mineral. Biskuit 
hanya untuk anak usia 12 – 24 bulan melalui pengadaan Departemen 
Bina Gizi Masyarakat Depkes RI, dengan nilai gizi : energi total 180 kkal, 
lemak 6 gram, protein 3 gr. Jumlah persajinya mengandung 29 gr 
karbohidrat total, 2 gr serat pangan, 8 gr gula dan 120 mg natrium. 
Sedangkan PMT pemulihan berbasis bahan makanan lokal ada dua jenis 
yaitu berupa Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) untuk bayi dan 
anak usia 6 – 23 bulan ) dan makanan tambahan untuk pemulihan anak 
balita 24-59 bulan berupa makanan keluarga.  
PMT Penyuluhan adalah makanan tambahan yang diberikan 
kepada balita yang disediakan oleh kader posyandu. Tujuan PMT 
Penyuluhan adalah sebagai sasaran penyuluhan kepada orang tua blita 
tentang makanan kudapan (snack) yang baik diberikan untuk balita, 
sebagai sarana untuk membantu mencukupi kebutuhan gizi balita, dan 
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sebagai sarana untuk menggerakkan peran serta masayarakat dalam 
mendukung kesinambungan penyelenggaraan posyandu. Namun, pada 
awal PMT ini berjalan banyak mendapat respon yang kurang mendukung 
dari masyarakat. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Kepala 
Puskesmas bahwa : 
“Kegiatan Penyuluhan PMT pada balita gizi buruk pada awalnya 
sangat susah diterapkan di masyarakat. PMT yang dibagikan tidak 
tepat sasaran. Makanan seperti bumil cake yang seharusnya 
dikonsumsi balita, tetapi juga dikonsumsi oleh orang tua. Ada pun 
kegiatan seperti mengelolah makanan pokok menjadi makanan 
bergizi pun sifatnya tidak berkelanjutan. Gizi buruk yang terjadi 
tidak hanya pada balita dengan kehiupan ekonomi tidak mampu. 
Namun, ada juga balita terkena gizi buruk dari kalangan orang tua 
dengan ekonomi berkecukupan. Hal tersebut disebabakn oleh 
kurangnya perhatian dari orang tua terhadap balita. Orang tua yang 
sibuk bekerja tidak memperhatihan dengan baik pola dan 
kebersihan pada balita.”9 
            Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala puskesmas dapat 
disimpulkan bahwa, perlu adanya pendampingan dan kunjungan terus 
menerus ke rumah masyarakat yang kurang peduli dengan penyuluhan 
dari puskesmas. Sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya 
peran orang tua terhadap tumbuh kembang anak usia dini pun perlu 
dilakukan. Cara perhatian orang tua terhadap anak akan berdampak pada 
karakter dan kebiasaan anak sehari-hari.  
 
 
                                                          
9 Wawancara Kepala Puskesmas Tanggal 24 Januari 2017 
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4.2.2.5 Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) sejak ibu hamil 
sampai anak berumur  2 tahun 
 Anak merupakan potensi dan penerus untuk mewujudkan kualitas 
dan keberlangsungan daerah Kabupaten Sikka. Sebagai manusia anak 
berhak untuk mendapatkan pemenuhan, perlindungan serta penghargaan 
akan hak asasinya. Sebagai generasi penerus daerah Kabupaten Sikka,  
anak harus dipersiapkan sejak dini dengan upaya yang tepat, terencana, 
intensif dan berkesinambungan agar tercapai kualitas tumbuh kembang 
fisik, mental, sosial, dan spiritual tertinggi. Salah satu upaya mendasar 
untuk menjamin pencapaian tertinggi kualitas tumbuh kembangnya 
sekaligus memenuhi hak anak adalah pemberian makan yang terbaik 
sejak lahir hingga usia dua tahun. 
 Makanan yang tepat bagi bayi dan anak usia dini (0–24 bulan) 
adalah Air Susu Ibu (ASI) eksklusif yakni pemberian ASI saja segera 
setelah lahir sampai usia 6 bulan yang diberikan sesering mungkin. 
Setelah usia 6 bulan, selain ASI bayi diberi makanan pendamping ASI 
(MPASI). Selanjutnya pada usia 1 tahun anak sudah diberi makanan 
keluarga dan ASI masih tetap diberikan sampai anak usia 2 tahun atau 
lebih. Pola pemberian makan tersebut mendukung pertumbuhan optimal 
bagi anak. Pada usia 0–6 tahun terjadi pertumbuhan otak hingga 
mencapai sekitar 75%, masa ini disebut periode emas atau golden 
periode.  
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Tabel 4.4 
Nama Balita Penerima PMBA di Kecamatan Waigete 
 
 
No Nama 
Balita/anak 
Usia Nama 
Orang Tua 
Alamat 
1 Kristiano Aliando 22 bln Lorend & Jupita Desa Runut 
2 Maria Yulita Rita 25 bln Aloysius & Krisna Desa Egon 
3 Enong 13 bln Laurensius & Adrina Desa Nangatobong 
4 Paulus Niki 18 bln Servasius & Elisabet 
Nona 
Desa Wairterang 
5 Agustinus Nong 
Kelvin 
30 bln Agustinus Rehin & 
Anastasia Mita 
Desa Hoder 
Sumber Data : Puskesmas Waigete 
 Menurut orang tua dari balita yang terkena gizi buruk, PMBA 
merupakan salah satu dari beberapa program dari Pemerintah Daerah, 
yang sangat mudah untuk dilakukan. Hal ini karena balita secara langsung 
diberikan asupan ASI dari ibu balita itu sendiri. Orang tua balita 
mengatakan bahwa, untuk PMBA ini orang tua tidak perlu mengeluarkan 
banyak biaya, sebap makanan tambahan untuk balita dan anak bisa 
langsung diberikan dari ibu dengan cara menyusui. 
 Pemberian makan yang optimal pada usia 0–2 tahun memberikan 
kontribusi bermakna pada pertumbuhan otak anak.     Pemberian ASI saja 
sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan (ASI eksklusif enam bulan) dapat 
memenuhi seluruh kebutuhan gizi bayi, serta melindungi bayi dari 
berbagai penyakit seperti diare dan infeksi saluran pernafasan akut yang 
merupakan penyebab utama kematian balita di Indonesia. Kajian global 
telah membuktikan bahwa pemberian ASI eksklusif merupakan intervensi 
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kesehatan yang memiliki dampak terbesar terhadap keselamatan balita, 
yakni 13% kematian balita dapat dicegah dengan pemberian ASI eksklusif 
6 bulan. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dapat mencegah 22% kematian 
neonatal (neonatus adalah bayi usia 0 sampai 28 hari). Pemberian 
makanan pendamping ASI yang tepat waktu dan berkualitas juga dapat 
menurunkan angka kematian balita sebesar 6 % .  
 Pemberian makan yang tidak tepat mengakibatkan masih cukup 
banyak anak yang menderita gizi buruk. Fenomena gagal tumbuh pada 
anak mulai terjadi pada usia 4-6 bulan ketika bayi diberi makanan 
tambahan dan terus memburuk hingga usia 18-24 bulan. Kekurangan gizi 
memberi kontribusi 2/3 kematian balita. Dua pertiga kematian tersebut 
terkait dengan praktek pemberian makan yang tidak tepat pada bayi dan 
anak usia dini. Praktek pemberian makan yang tepat pada bayi dan anak 
juga dapat mempengaruhi ekonomi keluarga. Pemberian ASI ekslusif 
akan mengurangi beban keluarga untuk membeli susu formula dan 
perawatan bayi sakit yang saat ini cukup mahal. Dana untuk membeli 
susu formula 4-5 kali lebih besar dari pada dana untuk membeli suplemen 
makanan untuk ibu menyusui. Sedangkan pemberian MPASI yang tepat 
waktu dan aman merupakan investasi kesehatan bagi anak dimasa 
depan. Sejalan dengan otonomi daerah peningkatan pemberian ASI dapat 
mengurangi subsidi Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota untuk 
penanggulangan masalah kesehatan bayi dan anak karena bayi lebih 
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sehat. Kualitas anak yang optimal merupakan sumber daya manusia yang 
bermanfaat bagi Kabupaten Sikka. 
 Keberhasilan PMBA dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain 
pelayanan/petugas kesehatan, fasilitas menyusui di tempat kerja, 
pengetahuan dan keterampilan ibu, dukungan keluarga dan masyarakat 
serta pengendalian pemasaran susu formula. Selain beberapa cara diatas, 
Pemerintah Daerah ditingkat Puskesmas pun petugas Kesehatan 
memberikan himbauan khusus terhadap ibu rumah tangga mengenai 
perhatian ibu terhadap balita. Hal ini seperti yang diutarakan Kepala 
Puskesmas Lekebai : 
“gizi buruk yang terjadi bukan hanya masalah ekonomi keluarga, 
tetapi juga masalah pernikahan dini di masyakarat yang 
menyebapkan seorang wanita belum siap dan tidak mampu 
menjadi ibu dari anak yang di lahirkan. Sehingga, bayi yang 
dilahirkan dan dibesarkan tersebut tidak diperhatikan dengan baik 
terutama mengenai pola makan anak dan pola asuh terhadap 
balita.” 10 
Dari hasil wawancara diatas,  bahwa betapa pentingnya peran 
seorang ibu dalam rumah tangga untuk  mengurus dan membesarkan 
seorang balita. Balita yang sehat tergantung dari Pola asuh, asa dan asi 
ibu terhadap balita tersebut. Di Kabupaten Sikka masih banyak ibu rumah 
tangga yang tingkat pemahamannya renda dalam menjaga kesehatan 
balita. Hal Itu pun dikatakan serupa oleh Kepala Puskesmas Waigete, 
bahwa : 
                                                          
10 Wawancara Kepala Puskesmas Lekebai  25 Januari 2017 
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“Ada juga Kebiasaan kurang baik dari orang tua yang menitipkan 
anak mereka kepada keluarga, sedangkan mereka pergi merantau 
untuk mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik.”11  
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa gizi buruk tidak 
terlepas dari faktor ekonomi dan Pola pemikiran Masyarakat. Hal tersebut 
karena Sumber Daya Manusia yang terbatas. Oleh sebab itu Penyuluhan 
khusu ibu rumah tangga pun tidak hanya mengenai kesehatan tetapi juga 
pemerintah memberikan penyuluhan mengenai pemenuhan kebutuhan 
pangan yang diprioritaskan dalam keluarga. Kebutuhan pangan tersebut 
tentunya memili gizi yang baik bagi pekembangan anak. Dalam 
penyuluhan kesehatan mencega gizi buruk, Pemerintah Daerah telah 
memberikan Dana BOK ( Bantuan Operasional Kesehatan)  sehingga 
penyuluhan gizi dan sarana prasarana kepada masyarakat dapat berjalan 
dengan lancar. 
4.2.2  Program Pemerintah Daerah dalam Penanganan Gizi Buruk  
Dibangun Pos-Pos Gizi Untuk Mengolah Makanan Lokal Menjadi 
Makanan Bergizi  
Pos Gizi (Pos pemulihan Gizi berbasis masyarakat) adalah salah 
satu upaya pemberdayaan keluarga untuk menanggulangi masalah gizi 
pada masyarakat yang berbasis masyarakat dimana dalam 
pelaksanaannya dari, oleh dan untuk masyarakat. Pos gizi merupakan 
suatu bentuk kegiatan pemberdayaan keluarga yang bertujuan 
meningkatkan kemampuan keluarga untuk mengetahui potensi ekonomi 
                                                          
11  Wawancara Kepala Pusekesmas Waigete 24 jaunari 2017 
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keluarga dan mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan gizi 
seluruh anggota keluarga. Kegiatan ini dilakukan Tiga bulan sekali di 
Puskesmas. Dengan pengertia lain, Pos Gizi adalah alat menggerakan 
masyarakat untuk bekerja dengan melibatkan berbagai lapisan sosial di 
masyarakat tersebut,agar bekerjasama mengatasi masalah dan 
menemukansolusi sari dalam masyarakat mereka sendiri. Pendekatan ini 
menitikberatkan pada upaya memaksimalkan sumber daya, keterampilan 
dan startegi yang ada untuk mengatasi suatu permasalahan dan 
memanfaatkan metodologi partisipasi secara luas dan proses. 
Tabel 4.5 
Indikator dan Target untuk Program Pos Gizi 
No Nama Puskemas 
yang Memiliki Pos 
Gizi 
Indikator dan Target Untuk Program Pos Gizi 
Output Indikator 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
Puskesmas Lekebai 
 
Puskesmas Waigete 
 
Puskesmas Teluk 
 
Puskesmas Nele 
 
Puskesmas Wolomarang 
P 
Puskesmas Beru 
P 
PPuskesmas Kopeta 
 
Pos Gizi 
 
 
 
 
 
 
 
Perilaku pemberian 
Makan 
 
 
 
 
 
 
 
 
70% dari peserta Pos Gizi dapat 
terehabilitasi 
 
 
 
Para ibu balita Pos Gizi yang 
melaporkan bahwa mereka 
telah memberi makanan anak 
dengan makanan baru (khas 
positif) yang spesifik di setiap 
waktu, termasuk sayuran dan 
lemak. Target 70% 
 
 
 
 
 
Para peserta yang telah 
mengembangkan perilaku 
kebersihan tubuh yang baik; 
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8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
P 
PPuskesmas Waipare 
P 
PPuskesmas Nanga 
P 
PPuskesmas Nita 
P 
PPuskesmas Bola 
P 
PPuskesmas Boganatar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perilaku kebersihan 
balita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perilaku ibu balita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perilaku mencari 
pelayanan kesehatan 
menggunting kuku dan mencuci 
tangan (dengan sabun) 
sebelum makan & setelah 
memakai toilet. Para peserta 
melaporkanbahwa mereka telah 
mengembangkan perilaku 
kebersihan yang baru; 
membersihkan makanan 
sebelum dimasak/menutup 
makanan. Target 70% 
 
 
Para ayah yang ikut 
berpartisipasi dalam Pos Gizi 
melaporkan bahwa mereka 
menghabiskan lebih banyak 
waktu bersama anak mereka 
dan membagi tugas perawatan 
dengan sang ibu Anggota 
keluarga peserta Pos Gizi 
melaporkan bahwa mereka 
sering bernyanyi dan bermain 
bersama anak; 
memperbaikikemampuan anak 
dalam bidang vocalisasi, 
bahasa, kemampuan 
berkomunikasi. Target 70% 
 
 
Para ibu balita yang membawa 
anak mereka memperoleh 
imunisasi lengkap % anak yang 
datang ke Posyandu. Target 
70% 
Sumber : Puskesmas Lekebai 
Prinsip dari Pos Gizi adalah bahwa kemiskinan bukanlah penyebab 
utama kekurangan gizi, karena ditemukan beberapa keluarga miskin yang 
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anaknya sehat (gizi baik) karena menerapkan pola asuh yang baik. 
Kekurangan gizi pada umumnya disebabkan oleh praktek pemberian 
makan atau pola asuh yang tidak benar, dengan adanya program Pos Gizi 
maka diharapkan kurang gizi bisa teratasi dengan perubahan perilaku. 
Pada saat kegiatan Pos Gizi orang tua belajar perilaku positif bersama-
sama dan mempraktekannya dirumah. Pada setiap sesi ibu balita 
mempers iapkan makanan yang padat energi dan diberikan kepada anak-
anak mereka di bawah bimbingan kader. Mereka juga belajar mengenal 
makanan-makanan bergizi, perilaku ibu balita dan perawatan kesehatan 
anak yang positif, kegiatan Pos Gizi biasanya hanya 2 jam. 
Adapun tujuan dari Pos Gizi antara lain: 
1. Dengan cepat memulihkan anak-anak kurang gizi yang diidentifikasi di 
dalam masyarakat. 
2. Memungkinkan keluarga-keluarga tersebut mempertahankan status gizi 
dari anak tersebut di rumah masing-masing secara mandiri. 
3. Mencegah kekurangan gizi pada anak-anak yang akan lahir kemudian 
dalam masyarakat mengenai perilaku-perilaku ibu balita, pengasuhan 
anak, pemberian makan, kebersihan balita danmencari pelayanan 
kesehatan. 
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Tabel 4.6 
Susunan Acara Pelaksanaan Pos Gizi 
 
WAKTU 
 
KEGIATAN 
 
TEMPAT 
 
PENANGGUNG 
JAWAB 
10.00 – 
10.10 
- Perkenalan   Puskesmas Petugas 
10.10 – 
10.20 
- Pengukuran BB, TB  Kader 
10.20 – 
10.30 
-Curah pendapat tentang 
perilaku petugas kesehatan dan 
kader yang ada Puseksmas 
Lekebai 
-Penyuluhan gizi dan kesehatan. 
Puskesmas  
Petugas 
10.30 – 
11.00 
- Demo masak bersama. (ibu 
balita dan kader) 
Puskesmas Kader dan 
Petugas 
11.00 – 
11.30 
- Praktek hygiene sanitasi misal 
cuci tangan, potong kuku (balita, 
kader) 
- Makan bersama 
Puskesmas Petugas dan 
kader 
Sumber : Puskesmas Lekebai 
Jenis makanan lokal yang diolah menjadi makanan bergizi yaitu, 
daun marongge, umbi-umbian, jagung dan sayuran khas masyarakat 
Kabupaten Sikka seperti daun yang sering disantap dengan nasi jagung 
dan ikan asin. Dalam hal, petugas kesehatan dan bantuan para kader 
memberikan arahan tentang bagaimana cara memasak makanan lokal 
tersebut agar tetap terjaga kandungan gizinya.  Pengolahan makanan 
lokal berbasis masyarakat ini kurang berjalan dengan baik di masyarakat. 
Hal ini dikarenakan, ada sebagian masyarakat yang cendererung malas 
mengikuti kegiatan tersebut. Menurut kepala Puskesmas Lekebai, 
mengatakan bahwa : 
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“mental masyarakat yang malas yang mengkuti kegiatan tersebut di 
Puskesmas, dengan alasan uang transportasi yang terbatas. Ada 
juga masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari puskesmas, 
sehingga hanya mau datang ke puskesmas apabila mengalami 
sakit.”12 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukan bahwa, tingkat 
Partisipasi dari masyarakat masih sangat minim. Dengan kemapuan 
ekonomi terbatas, menjadi suatu kendala dalam pemenuhan  kebutuhan 
kesehatan masyarakat. Ada kecenderungan pola pikir masyarakat 
mengenai bantuan Pemerintah Daerah BLT (Bantuan Langsung Tunai) 
dinilai lebih efektif dan efisien, jika dibandingkan dengan beberapa 
kebijakan dari Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka). 
Dimana salah satu kebijakan tersebut lebih mengedepankan kreatifitas 
dan kemandirian masyarakat untuk mengolah makanan lokal menjadi 
makanan bergizi. Hal lain juga diutarakan oleh seorang kader Posyandu 
bahwa :  
“pada saat petugas posyandu memberikan arahan atau praktek 
untuk mengolah bahan makanan lokal seperti daun marongge, ada 
sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa hanya untuk 
memasak daun marongge tidak perlu ada pengarahan langsung 
dari petugas kesehatan. Kesharian kami juga selalu memasak 
makanan seperti itu dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga.”13  
 
Hasil wawancara menunjuhkan bahwa, pengetahuan yang terbatas 
mempengaruhi perilaku hudup sehat masyarakat. Pada pendekatan Pos 
Gizi, para kader dan ibu balita yang memilki anak-anak kurang gizi 
mepraktekan berbagai perilaku baru dalam halmemasak, pemberian 
                                                          
12 Wawancara kepala Puskesmas Lekebai 25, Januari 2017 
13 Wawancara Kader Posyandu 15 Frebuari 2017 
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makan, kebersihan dan pengasuhan anak yang telah terbukti berhasil 
dalam merehabilitasi anak-anak yang kurang gizi. Para kader secara aktif 
melibatkan ibu dan anak dalam proses rehabilitasi dan pembelajaran 
dalam situasi rumah yang nyaman dan bekerja agar keluarga-keluarga 
tersebut dapat mempertahankan satatus gizi anak yang sudah baik di 
rumah. Pendekatan Pos Gizi mendorong terjadinya perubahan perilaku 
dan memberdayakan para ibu balita untuk bertanggungjawab terhadap 
rehabilitasi gizi anak-anak mereka dengan menggunakan pengetahuan 
dan sumber daya lokal. Setelah pemberian makanan tambahan berkalori 
tinggi selama dua minggu, anak-anak menjadi lebih bertenaga dan nafsu 
makan mereka pun bertambah.  
Langkah-langkah utama dalam pendekatan Pos Gizi layak 
dilakukan adalah : 
1. Menentukan apakah pendekatan Pos Gizi layak dilakukan pada target 
masyarakat. 
2. Menggerakan masyarakat dan memilih serta melatih nara sumber 
masyarakat. 
3.  Mempersiapkan penyelidikan Positive Deviance. Positive Deviance  
4.  Melakukan penyelidikan Positive Deviance 
5.  Merencanakan kegiatan Pos Gizi 
6. Melaksanakan kegiatan Pos Gizibagi anak-anak yang mengalami 
kekurangan gizi serta ibu balita mereka 
7.  Mendukung perilaku baru melalui kunjungan rumah 
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8.  Mengulangi kegiatan Pos Gizi sesuai kebutuhan 
9.  Memperluas program Pos Gizi pada masyarakat lain 
Ada beberapa keuntungan pendekatan Pos Gizi, yaitu: 
1. Cepat Pedekatan ini memberikan solusi yang dapat menyelesaikan 
masalah dengan segera. Anak-anak harus direhabilitasi sekarang juga, 
itu sebabnya mengapa pemberian makan selama di Pos Gizi perlu 
diawasi. Para ibu balita kemudian menerapkan praktek yang sama di 
rumah dan melaporkan pengalaman mereka pada saat kegiatan Pos 
Gizi berikutnya. Dukungan lebih lanjut juga diberikan kepada para ibu 
balita dan kader. 
2. Terjangkau Pos Gizi dapat dijangkau dan keluarga tidak bergantung 
pada sumber daya dari luar untuk mempraktekkan perilaku baru. 
Pelaksanaan Pos Gizi lebih murah tetapi efektif dibandingkan 34 
mendirikan pusat reabilitasi gizi atau melakukan investasi di rumah 
sakit.  
3. Partisipatif Partisipasi masyarakat merupakan salah satu komponen 
penting dalam rangka mencapai keberhasilan pendekatan Pos Gizi. 
Masyarakat memainkan peran sangat penting dalam keseluruhan 
proses Pos Gizi, mulai dari menemukanperilaku dan strategi sukses 
diantara masyarakat sampai mendukung ibu balita setelah kegiatan 
Pos Giziberakhir. 
4. Berkesinambungan Program Pos Gizi merupakan pendekatan 
berkesinambungan karena berbagai perilaku baru sudah dihayati dan 
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berlanjut setelah kegiatan Pos Gizi berakhir. Para ibu balita tidak hanya 
dilatih untuk merehabiitasi anak mereka yang mengalami kekurangan 
gizi tetapi juga untuk mempertahankan status gizi baik tersebut di 
rumah  
5. Asli  
Asli karena solusi sudah ada di tempat itu, kemajuan dapat dicapai 
secara cepat, tanpa banyak menggunakan analisis atau sunber daya 
dari luar.  
6. Secara budaya dapat diterima Pendekatan ini didasarkan pada perilaku 
setempat yang diidentifikasi dalam konteks sosial, etnik, bahasa dan 
agama di setiap masyarakat, maka perdefinisi hal ini sesuai dengan 
budaya setempat. 
7. Berdasarkan perubahan perilaku  
Pendekatan ini tidak mengutamakan perolehan pengetahuan, namun 
ada tiga langkah proses perubahan perilaku yang termasuk dalamnya, 
yaitu, penemuan (penyelidikan positive deviance), 
demonstrasi(kegiatan Pos Gizi) dan penerapan (kegiatan Pos Gizi dan 
di rumah). 
Perubahan nyata yang terlihat pada anak, dengan disertai metode 
belajar sambil bekerja, akan meningkatkan kepercayaan diri dan 
keterampilan ibu balita dalam berbagai perilaku pemberian makan, ibu 
balita dan pengasuhan balita, kebersihan dan mencari pelayanan 
kesehatan. Adanya perilaku-perilaku yang lebih baik,tanpa memperdulikan 
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latar belakang pendidikan sang ibu,akan meningkatkan pertumbuhan dan 
perkembangan anak, pendekatan ini telah berhasil mengurangi angka 
kurang masyarakat untuk menemukan kearifan dari ibu-ibu dan 
memperaktekan kearifan tersebut dalam kegiatan harian Pos Gizi. 
Berikut merupakan data jumlah gizi buruk di Kabupaten Sikka dari  
Tahun 2011-2016 : 
Tabel 4.7 
Status Balita 
Kabupaten Sikka 
Tahun 2011 
 
  Berdasarkan tabel 4.2 menunjukan bahwa, Jumlah balita secara 
keseluruhan adalah 22.222 jiwa. Total balita yang terkena gizi buruk dari 
semua kecamatan berjumlah 231 jiwa dilihat dari BB/U (Berat Badan dan 
Usia) dan Total balita terkena gizi buruk dilihat dari BB/TB (Berat Badan 
dan Tinggi Badan) berjumlah 60 jiwa. Sedangkan untuk Kecamatan yang 
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paling banyak balita gizi buruk dilihat dari BB/U adalah Kecamatan 
Waipare dengan jumlah 31 jiwa. Selanjutnya, disusul oleh Kecamatan 
Lekebai dengan jumlah 29 Jiwa dan Kecamatan Hewokloang dengan 
jumlah 20 jiwa. Berdasarkan data balita gizi buruk dilihat dari BB/TB (Berat 
Badan/Tinggi Badan) Kecamatan yang paing banyak gizi buruk adalah 
Kecamatan Watubaing dengan jumlah 10 jiwa. Setelah itu Kecamatan 
Waigete, Kecamatan Boganatar dan Kecamatan Wolofeo yaitu 5 jiwa. 
Tarakhir Kecamatan Palue dan Kecamatan Hewokloang yaiu dengan 
jumlah 4 jiwa.  
 Wilayah yang terkena kasus gizi buruk merupakan wilayah dengan 
topografi yang sulit dijangkau masyarakat dan Pemerintah Daerah. Seperti 
di Puskesmas Palue, Puskesmas Wolofeo, Puskesmas Boganatar, 
Puskesmas Lekebai, Puskesmas Hewokloang, SDM masyarakatnya 
masih sangat terbatas. Dengan kebiasaan hidup sehari-hari masyarakat 
setempat yang masih sederhana, belum begitu peduli tentang pola hidup 
sehat. Puskesmas Palue sendiri letaknya jauh dari Ibu Kota Kabupaten 
Sikka dan termasuk wilayah kepulauan. Selain masalah Sumber Daya 
Manusia, Tenaga kesehatanpun masih terbatas jumlahnya. Sehingga 
beberapa hal tersebut mempengaruhi jumlah gizi buruk yang terjadi. 
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Tabel 4.7 
Status Balita 
Kabupaten Sikka 
Tahun 2012 
 
Berdasarkan data tabel 4.3 menunjukan bahwa jumlah balita 
dengan status gizi baik di tahun 2012 adalah 16.839 jiwa. Jumlah balita 
gizi kurang adalah 5066. Sedangkan jumlah balita gizi buruk dilihat dari 
BB/U (Berat Badan/Usia) yaitu 150 jiwa, dilihat dari BB/TB (Berat 
Badan/Tinggi Badan) yaitu 34 jiwa dan dilihat dari TB/U (Tinggi 
Berat/Usia) yaitu 121 jiwa. Dari Data diatas menunjukan, gizi buruk lebih 
dominan jika dilihat dari BB/U (Berat Badan/Usia) dengan jumlah 150 jiwa. 
Selanjutnya dilihat dari TB/U (Tinggi Badan/Usia) dengan jumlah 121 jiwa 
dan paling sedikit yaitu dilihat dari BB/TB (Berat Badan/Tinggi Badan) 
berjumlah 34 jiwa.  
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         Tabel 4.8 
Status Gizi Balita 
Kabupaten Sikka 
 Tahun 2013 
Berdasarkan data dari tabel 4.4 menunjukan bahwa jumlah balita 
yang gizi baik adalah 16.487 jiwa, jumlah balita kurang gizi adalah 4.396 
jiwa dan balita gizi buruk dilihat dari BB/TB (Berat Badan/Tinggi Badan) 
adalah 34 jiwa. Dibulan Frebuari jumlah anak gizi buruk meningkat 
dengan jumlah 71 jiwa. Pemerintah Daerah dalam menangani gizi buruk 
yang terjadi tidak hanya memfokuskan pada pengobatan gizi buruk. 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka juga melihat dan mengupayakan 
penanganan gizi buruk dari segi infrastruktur kesehatan, termasuk 
penambahan dan pembagian tenaga kesehatan yang merata di seluruh 
wilayah Kabupaten Sikka. Terutama pada wilayah-wilayah yang letaknya 
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jauh dari ibu kota Kabupaten, seperti Puskesmas Palue, Puskesmas 
Lakebai, Puskesmas Wolofeo, Puskesmas Waigete, Puskesmas 
Magepanda dan Puskesmas Boganatar. 
 
Tabel 4.9 
Status Gizi Balita 
Kabupaten Sikka 
Tahun 2014 
 
Berdasarkan data dari tabel 4.5  menunujukan bahwa jumlah balita 
dengan status gizi baik adalah 16.452 jiwa. Jumlah balita dengan gizi 
kurang 4.364 jiwa. Sedangkan balita dengan status gizi buruk dilihat dari 
BB/U (Berat Badan/Umur) adalah 154 jiwa dan berdasarkan BB/TB (Berat 
Badan/Tinggi Badan) adalah 28 jiwa. Dari data diatas dapat dilihat bahwa 
Kecamatan Lekebai menempati urutan tertinggi balita yang terkena gizi 
buruk yaitu berjumlah 19 jiwa. Setelah Kecamatan Lekebai disusul oleh 
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Kecamatan Beru dengan jumlah 16 jiwa dan yang berikut dari Kecamatan 
Habibolah dengan jumlah 13 jiwa. Sedangkan untuk balita gizi buruk 
paling banyak jika dilihat dari BB/TB (Berat Badan/Tinggi Badan) yaitu dari 
Kecamatan Teluk, yaitu berjumlah 5 jiwa, Kecamatan Waipare berjumlah 
4 jiwa dan Kecamatan Paga dengan jumlah 3 jiwa. 
 
Tabel 4.10 
Status Gizi Balita 
Kabupaten Sikka 
Tahun 2015 
 
 
Berdasarkan tabel 4.6 menunjukan bahwa, Gizi buruk di Kabupaten 
Sikka tahun 2015 sudah menurun drastis jika dibandingkan dari Tahun-
tahun sebelumnya. Di Tahun 2015 Gizi buruk tertinggi hanya berjumlah 6 
jiwa, berdasarkan BB/TB (Berat Badan/Tinggi Badan) yaitu di Kecamatan 
Waipare. Berbagai upaya penanggulangan gizi buruk dari petugas 
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kesehatan ditingkatan puskesmas telah mengurangi jumlah balita gizi 
buruk. Program-program yang dijlankan petugas puskesmas seperti, PMT, 
PMBA dan Pos gizi memberikan dampak yang positif meskipun pada 
awalnya beberapa program Pemerintah Daerah tersebut mengalami 
kendala dimasyarakat. 
Tabel 4.11 
Status Gizi Balita 
Kabupaten Sikka 
Tahun 2016 
 
Berdasrkan data pada tabel 4.7 menunjukan bahwa, Gizi buruk di 
Tahun 2016 telah menurun. Dari data kumulatif bulan januari sampai 
Desember berjumlah 190 jiwa, terhitung dari jumlah balita laki-laki 102 
jiwa dan jumlah balita perempuan 88 jiwa. Kecamatan yang paling banyak 
gizi buruk yaitu,Kecamatan Paga dengan total jumlah L+P (laki-laki dan 
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perempuan) sebanyak 27 jiwa. Berikutnya, dari Kecamatan Teluk dan 
Nita,yaitu sebanyak 15 jiwa. Kecamatan Beru dan Waipare sebanyak 12 
jiwa. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka mengatakan bahwa : 
“Kita bersyukur bahwa di Tahun 2017 ini tidak ada balita yang  
menderita gizi buruk. Masalah gizi buruk ditahun 2016 pun 
merupakan perpanjangan dari masalah gizi buruk tahun 2015. Hal 
ini berarti secara kuantitas gizi buruk telah menurun.”14 
 
Hasil wawancara  menunjukan bahwa, dengan berbagai upaya 
pemerintah Daerah dalam penanganan kasus gizi buruk di Kabupaten 
Sikka telah menurun. Namun, hal tersebut jika dilihat dari jumlah balita 
yang terkena gizi buruk. Disisi lain masih banyak kendala yang dihadapi 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, yaitu seperti : mengupayakan untuk 
mengoptimalkan berbagai sarana dan prasaran kesehatan di masyarakat, 
membangun kerja sama diberbagai lintas sektor dan Lembaga Swadaya 
Masyarkat (LSM). Hal tersebut tidak hanya merupakan upaya untuk 
penanganan gizi buruk, tetapi juga peningkatan kualitas SDM masyarakat 
di Kabupaten Sikka.  
                                                          
14  Wawancara Kepala Dinas Kesehatan 22 Jaunari 2017 
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Gambar : 4.5 
Perbandingan Gizi Buruk 
Tahun 2011-2015 
 
 
 
Tahun BB/U BB/TB TB/U 
2011 231 60 0 
2012 150 34 121 
2013 34 0 0 
2014 154 28 0 
2015 0 38 0 
 
            Berdasarkan diagram tersebut menunjuhkan gizi buruk yang 
terjadi di Kabupaten Sikka tidak selalu meningkat ataupun menurun. 
Kondisi gizi buruk dari Tahun 2011 hingga tahun 2015 merupakan masa 
yang sulit bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dan masyarakat 
untuk melewati masalah gizi buruk yang terjadi. Pemerintah Daerah 
memiliki peran tak hanya sebgai penentu kebijakan, tetapi juga sebagai 
0
50
100
150
200
250
300
350
2011 2012 2013 2014 2015
TB/U
BB/TB
BB/U
 91 
 
fasilitator dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Melalui berbagai 
upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dan dengan berbagai 
hambatan dan tantangan yang terjadi, telah mngurangi angka gizi buruk 
yang terjadi. Pada Tahun 2016 tercatat 190 ( Laki-laki : 102 dan 
Perempuan : 88 ) balita gizi buruk dilihat dari data kumulatif bulan Januari-
Desember. Kasus gizi buruk yang terjadi pada Tahun 2016 merupakan 
kasus lanjutan pada tahun 2015.  
4.3 Faktor-faktor Yang Menjadi Hambatan Dan Tantangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Sikka Dalam Penanggulangan Gizi Buruk 
Peran Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan gizi 
buruk yang ada dimasyarakat, tentunya tidak terlepas dari berbagai 
hambatan dan tantangan. Hambatan dan tantangan yang terjadi tidak 
hanya semata-mata diukur dan dinilai dari masyarakat dengan berbagai 
latar belakang pendidikan dan pemahaman yang berbeda. Perlu juga 
dilihat sudah sejauh mana kinerja Pemerintah Daerah dalam 
mengimplementasikan berbagai Kebijakan yang telah dibuat. 
4.3.1 Regulasi Pemerintah Daerah yang Belum Optimal Dijalankan ke 
Masyarakat 
Regulasi adalah suatu cara untuk mengendalikan masyarakat dengan 
aturan tertentu. Dengan regulasi Pemerintah Daerah mempunyai 
kewenangannya mengatur dan mengarahkan masyarakat, sehingga 
upaya penanggulagan gizi buruk di Kabupaten Sikka dapat berjalan 
dengan baik. Tabel-tabel berikut akan menyajikan informasi kegiatan dan 
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rencana program tahun berikutnya dalam sektor sanitasi yang 
berhubungan erat dengan upaya perubahan ke arah perilaku hidup bersih 
dan sehat serta promosi higiene yang dilakukan oleh SKPD terkait.  
Tabel 4.12 
Rencana Program Sosialisasi dan Kegiatan PHBS terkait Sanitasi 
Tahun 2016 
 
 
N
o 
 
Nama Program/ 
Kegiatan 
 
Satuan 
 
Volu
me 
 
Indikasi Biaya 
(Rp) 
Sumber 
Pendana
an/ 
Pembiaya
an 
SKPD 
Penangg
ung 
jawab 
Sumber 
Dokumen 
Perencan
aan 
1 Program Promosi 
Kesehatan dan 
pemberdayaan 
Masyarakat/  
- Pengemban
gan Media 
Promosi dan 
Informasi 
Sadar Hidup 
Sehat 
- Penyuluhan 
Masyarakat 
Pola Hidup 
Sehat 
- Monitoring 
Evaluasi dan 
Pelaporan 
Bidang 
Pelayanan 
Kesehatan 
 
Kecama
tan 
 
 
Desa 
 
Desa 
 
21 
 
 
10 
 
30 
 
55.000.000,00 
 
 
40.000.000,00 
 
25.000.000,00 
 
 
APBD II 
 
 
APBD II 
 
APBD II 
 
Dinkes 
 
 
Dinkes 
 
Dinkes 
 
RKPD 
 
 
RKPD 
 
RKPD 
2 Program 
Pengembangan 
Lingkungan Sehat 
- Pengkajian 
Pengemban
gan 
Lingkungan 
Sehat 
 
 
Kecama
tan 
 
2 
 
60.000.000,00 
 
 
APBD II 
 
 
Dinkes 
 
 
RKPD 
Sumber :  RKPD Kab Sikka 
Dalam rangka memperbaiki kualitas hidup masyarakat, termasuk 
kampanye pentingnya pola hidup bersih dan sehat, sosialisasi serta 
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pengadaan sarana dan prasarana sanitasi. Hal tersebut terus dilakukan 
melalui berbagai cara, salah satunya seperti yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kabupaten Sikka, dalam hal ini Dinas Kesehatan yakni 
Program Prormosi Kesehatan berupa Billboard PHBS yang ditempatkan 
pada beberapa lokasi strategis. Namun dalam hal lai, seperti yang 
diutarakan oleh kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, bahwa : 
“terkait dengan kebijakan dalam mengatasi gizi buruk tersebut,   
tidak  adanya pertemuan lintas sektor, hanya berupa SK. Sudah 
ada regulasi tetapi pada implementasinya tidak ada sosialisai yang 
optimal. Selain itu, pelaksanaan tidak dievaluasi.”15 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa relasi 
antara lembaga-lembaga dalam Pemerintah Daerah di Kabupaten Sikka 
belum berjalan dengan baik. Berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah 
Daerah dalam penanggulangan gizi buruk di Kabupaten Sikka, perlu 
dibutuhkan suatu model kebijakan pemerintah yang bisa menjadi regusi 
antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Model Kebijakan Pemeritah 
yang harus di terapkan di Kabupaten Sikka adalah, Model Sistem. Model 
ini beranjak dari memprihatinkan desakan-desakan lingkungan yang 
anatara berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, rintangan, 
gangguan, pujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang 
mempengaruhi public policy.  
Setelah diproses akan mengeluarkan jawaban. Desakan 
lingkungan sebagaimana sebagaimana yang penulis sampaikan diatas, 
dianggap masukan (input) sedangkan jawabannya dianggap keluaran 
                                                          
15 Wawancara Kepala Dinas Kesehatan 22 Januari 2017 
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(output), yang berisi keputusan-keputusan, peraturan-peraturan, tindakan-
tindakan, kebijaksanaan-kebijaksanaan. Dengan melihat pada model 
kebijakan, yaitu model sistem menggambarkan bahwa fokus Pemerintah 
Daerah tidak hanya berkaitan dengan masalah masyarakat. Relasi antara 
Pemerintah Daerah dengan SKPD yang terkait pun harus memiliki 
regulasi yang lebih jelas. Sehingga pada proses pembuatan Kebijakan 
tidak dinilai lamban tetapi tepat sasaran. Seperti yang diutarakan oleh 
Kepala Dians Kesehatan Kabupaten Sikka, mengemukakan  bahwa : 
“Kasus Gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Sikka tidak hanya    
berakar dari masalah asupan gizi pada balita. Ketahanan pangan, 
ekonmi keluarga dan Sumber Daya Manusia merupakan faktor-
faktor yang memepengaruhi gizi buruk. Koordinasi antar lembaga 
hanya ditingkat rapat-rapat, seharusnya langsung turun ke 
masyarkat dan melihat secara langsung.”16 
 
Hasil wawancara menunjukan bahwa : Penjelasan diatas 
merupakan bagian dari tantangan Pemerintah Daerah dalama mengatasi 
kasus gizi buruk di Kabupaten Sikka. Ketahanan pangan ditingkat 
keluarga perlu diperhatikan tidak hanya dinas terkait, yaitu Dinas 
Kesehatan dan Badan Ketahanan Pangan, tetapi perlu juga dukungan dari 
lintas sektor. Sehingga masyarakat bisa dan paham dalam pengaturan 
bahan makanan yang mereka hasilkan dari kebun mereka serta cara 
pengolahan lebih lanjutnya seperti apa. 
 
 
 
                                                          
16 Wawwancara Kepala Dinas kesehatan 22 Januari 2017 
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4.3.2 SDM Masyarakat di Kabupaten Sikka 
Tingkat Sumber Daya Manusia Masyarakat menjadi salah satu poin  
penting yang berpengaruh dalam Penanggulangan gizi buruk. Hal ini telah 
dilihat dari cara hidup masyarakat setempat yang belum peduli dengan 
kesehatannya. Ketahanan pangan dalam keluarga pun sangat tergantung 
dari bagaimana  masyarakat tersebut mengolah dan memanfaatkan 
Sumber Daya Alam yang ada menjadi makanan bergizi yang bisa 
memenuhi kebutuhan pangan dalam kelurga. Sehingga, Masyarakat 
dengan kehidupan ekonomi terbatas pun bisa memenuhi kebutuhan 
pangan dalam keluarga tanpa mengeluarkan biaya besar.  
             Tabel 4.13 
Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Sikka 
Tahun 2015-2016 
(Persen) 
 
Pendidikan Tahun 2015 Tahun 2016 
(1) (2) (3) 
1. Tidak/belum sekolah 
2. Belum Tamat SD 
3. Tamat SD 
4. Tamat SMP 
5. Tamat SMA 
6. Diploma I-III 
7. D IV/Sarjana, S2/S3 
9,3 
44,8 
28,5 
8,1 
7,9 
0,6 
0,8 
8,9 
41,9 
27,4 
10,1 
9,0 
1,4 
1,2 
Jumlah 100,0 100,00 
(N) (189 103) (211 795) 
Sumber : BPS Kabupaten Sikka, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sikka 2016 
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Tabel 4.11 menunjukkan bahwa tingkat capaian pendidikan di 
Kabupaten Sikka pada tahun 2015 persentase terbesar (44,8 persen) 
masih pada kelompok penduduk yang belum tamat SD. Data tahun 2003 
masih menunjukkan mereka yang belum tamat SD tersebut persentase 
masih tertinggi (41, 9 persen), namun sedikit mengalami penurunan. 
Selama 2 tahun mereka yang menamatkan SD juga mengalami 
penurunan dari sekitar 28,7 persen (tahun 2015) menjadi 27, 4 persen 
(tahun 2016). Namun sebaliknya, mereka yang tamat SLTP dan SMTA 
ternyata mengalami peningkatan, yakni SMTP dari 8,1 persen menjadi 
10,1 persen dan SMTA dari 7,9 persen menjadi 9,0 persen. Demikian 
halnya pada jenjang pendidikanyang lebih Tinggi juga menunjukkan 
adanya peningkatan. Perbaikan capaian pendidikan tersebut karena 
semakin membaiknya anggaran pendidikan dan dorongan program 
pemerintah.  
Selain masalah Sumber Daya Manusia yang terbatas dalam 
pengelolaan bahan makanan lokal menjadi makanan bergizi, Mental 
masyarakat yang malas untuk mengembangkan penyuluhan dari petugas 
kesehatan ditingkat Puskesmas dan juga sikap kuang perhatian terhadap 
kesehatan dalam keluarga terkhusus pada anak. Faktor lain yang menjadi 
tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk mengurangi gizi buruk di 
Kabupaten Sikka adalah pola kehidupan masyarakat yang kurang sehat. 
Kebiasaan dari keluarga yang kurang memperhatikan kebersihan rumah, 
cara memasak makanan dengan peralatan dapur yang kurang bersih. 
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Adapun pandangan dan pendapat lain dari salah satu tokoh masyarakat 
bahwa :  
"Gizi buruk yang terjadi berkaitan dengan kpercayaan masyarakat 
terhadap mitos. Misalnya seperti anak-anak dilarang makan telur, 
karena menurut masyarakat telur dapat menyebkan bisul.  Padahal 
protein yang terkandung dalam telur sangat membatu tumbu 
kembang anak.” 17 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh 
masyarakat bahwa, kebiasaan masyarakat Kabupaten Sikka masih sangat 
berpengaruh dengan mitos yang diangap sebagai cerita leluhur dan terus 
dipertahankan dalam keseharian hidup masyarakat. Oleh sebab itu peran 
pemerintah bukan hanya dari segi ketersediaan infrastuktur kesehatan, 
tetapi juga perlu adanya himbauan kepada masyarakat untuk 
meninggalkan kebiasaan yang diyakini dari mitos tersebut. Akan tetapi, 
himbauan tersebut belum berisfat menyeluruh, hanya melalui mulut 
kemulut antara masyarakat yang paham tentang menjaga kesehatan 
ballita terkhusus gizi buruk. Misalnya seperti, petugas puskesmas yang 
berkunjung ke rumah warga memberikan saran kepada orang tua yang 
anaknya terkena gizi buruk tentang perlu dan pentinya konsumsi telur bagi 
balita. Pemerintah Daerah sampai seluruh lapisan masyarakat pun harus 
berpatisipasi dalam membangun komunikasi yang baik untuk bersama-
sama membangun pola pikir masyarakat Kabupaten Sikka yang lebih  
rasional, moderen dan tentunya berpikir bagaimna untuk selalu menjaga 
kesehatan.   
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 SDM masyarakat Kabupaten Sikka sangat berkaitan dengan Pola 
hidup sehat. Pola hidup masyarakat secara kompleks dilihat dari status 
kesehatan setiap rumah tangga. Rumah masyarakat yang harus bersih 
dan nyaman sebagai tempat tinggal dan ketersediaan air bersih yang juga 
layak dikonsumsi masyarakat. Seperti tutur Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Sikka bahwa : 
“Masalah gizi buruk dengan penyakit infeksi itu seperti lingkaran  
setan. Kalau balita sudah terkena penyakit infeksi pasti berat badan 
akan menurun. Ada juga kasus gizi buruk yang terinfeksi penyakit 
lain, seperti : TBC, Malaria, dan influensa.”18 
 
Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa masyarakat 
belum begitu peduli dengan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-
hari. Bagi masyarakat, masalah gizi buruk yang terjadi hanya perlu diatasi 
dengan berobat ke Puskesmas dan rumah sakit. Sehingga, kebersihan 
rumah tangga dan lingkungan sekitar tidak begitu dijaga oleh masyarakat. 
Kesehatan anak tidak cukup hanya dengan pola makan, asuh dan asih. 
Selain kebersihan rumah tangga dan lingkungan sekitar, kebersihan anak 
pun menjadi bagian yang penting untuk mencegah masalah kesehatan 
terutam masalah gizi buruk.  
Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka  
dalam rangka memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Orientasi program 
dan pengembangan sanitasi dalam konteks Kabupaten Sikka dijabarkan 
dalam beberapa komponen, yakni Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta 
promosi higiene, Peningkatan Pengelolaan air limbah domestik, 
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pengelolaan persampahan, pengelolaan drainase lingkungan serta 
komponen sanitasi lainnya, termasuk air bersih, limbah medis (B3), 
kegiatan koordinasi, penataan lingkungan permukiman serta program dan 
kegiatan lain terkait sektor sanitasi. Pada dasarnya, program 
pengembangan yang sedang dilaksanakan maupun yang direncanakan 
akan dilaksanakan merupakan upaya memenuhi kebutuhan akses 
komponen sanitasi yang dinilai masih sangat membutuhkan perhatian 
serius. Pendapat lain mengenai pola hidup sehat juga diutarakan oleh 
salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa : 
“Mengenai kebersihan lingkungan hidup yang terkait dengan pola  
hidup bersih memang masih jauh dari harapan kita bersama. 
Pemerintah dengan segala upaya telah memberikan solusinya. 
Berbagai program pun telah dijalankan. Namun, terkadang kembali 
lagi ke masyarakat itu sendiri terkhusus pada individu masing-
masing. Para orang tua harus memilii sikap yang lebih peka 
terhadap   kesehatan anaknya sendri.”19 
Hasil wawancara tersebut menunjuhkan, Ketersediaan sarana dan 
prasarana yang masih jauh dari proporsional, wawasan, pola pikir dan 
tingkat kesadaran masyarakat yang masih sangat membutuhkan banyak 
perhatian dan peranan sesama masyarakat. Namun demikian, dengan 
kampanye pentingnya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta promosi 
higiene yang terus menerus dilakukan, baik oleh pemerintah maupun 
lembaga non pemerintah ataupun lembaga swadaya masyarakat lainnya 
serta informasi yang diberikan oleh media diharapkan dapat 
mengakselerasi timbulnya kesadaran dan inisiatif masyarakat untuk lebih 
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mandiri dalam upaya meningkatkan kualitas hidup. Sehingga 
pembangunan sektor sanitasi secara keseluruhan tidak hanya 
menggunakan prinsip top down, dimana pemerintah selalu memainkan 
peran dominan, tetapi juga button up dimana saat ini masyarakatlah yang 
menjadi aktor utama, karena pada dasarnya semua akan bermuara pada 
pencapaian kualitas hidup masyarakat. 
4.3.3 Infrastruktur Kesehatan Yang Belum Memadai 
 pelayanan kesehatan tidak akan berhasil tanpa ditunjang 
infrastruktur yang memadai. Salah satu infrastruktur mendasar yang harus 
dipenuhi adalah akses transportasi di daerah terpencil. Salah satu 
infrastruktur mendasar yang harus dipenuhi adalah akses transportasi di 
daerah terpencil. Selain transportasi hal lain yang juga tidak kalah penting 
yaitu, tersedianya tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan.  Seperti yang 
ditarakan oleh Kepala Dinas Kesehatan bahwa : 
“Infrastruktur kesehatan pada umumnya di Kabupaten Sikka perlu 
perhatian dari Pemerintah Daerah dan semua pihak 
(masyarakat).”20 
 
Hasil wawancara menujukan bahwa : pelayanan kesehatan dalam upaya 
penanggulangan gizi buruk tidak terlepas dari tersedianya infrastruktur 
keseahatan yang memadai. Infrastruktur tersebut dibagi menjadi dua 
bagian, yaitu dalam infrastruktur fisik dan non fisik. Dalam mewujudkan 
pelayanan kesehatan yang baik tentu harus diimbangi dengan 
infrastruktur yang tidak hanya melihat pada pembangunan fisik ( Rumah 
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Sakit, Puskesmas, Poskesdes ) tetapi juga, harus ada tenaga kesehatan 
yang merata diberbagai wilayah. 
Tabel 4.14 
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sikka 
Tahun 2015 
 
Kecamatan 
2015 
Jumlah 
Tenaga 
Medis 
Jumlah Tenaga 
Keperawatan 
Jumlah Tenaga 
Kebidanan 
Jumlah Tenaga 
Kefarmasian 
Paga 2 10 10 1 
Tanawawo 2 9 9 1 
Mego 1 6 15 1 
Lela 3 8 7 4 
Bola 2 11 6 1 
Doreng 1 9 11 2 
Mapitara 1 4 6 0 
Talibura 4 14 17 2 
Waiblama 2 5 7 1 
Waigete 1 5 8 3 
Kewapante 3 0 0 5 
Hewokloang 1 9 6 2 
Kangae 2 8 14 2 
Nelle 1 4 5 1 
Koting 1 5 4 1 
Palue 1 12 10 1 
Nita 2 6 17 2 
Magepanda 2 6 10 1 
Alok 26 190 61 21 
Alok Barat 1 12 6 2 
Alok Timur 1 8 7 2 
Sikka 60 341 236 56 
Sumber : Badan Statistik Kabupaten Sikka 
Berdasarkan data tabel 4.12 menunjuhkan bahwa, jumlah tenaga 
kesehatan di Kabupaten Sikka belum merata. Hal ini dlihat dari salah satu 
Kecamatan yaitu, Kecamatan Kewapante yang belum ada tenaga 
Keperawatan dan Kebidanan. Sedangkan Kecamatan Kewapante 
termasuk wilayah yang terkena gizi buruk.  
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Tabel 4.15 
Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sikka 
Tahun 2015 
 
Kecamatan 
2015 
Jumlah 
Rumah 
Sakit 
Jumlah 
Rumah 
Bersalin 
Jumlah 
Puskesmas 
Jumlah 
Posyandu 
Jumlah 
Klinik/Balai 
Kesehatan 
Jumlah 
Polindes 
Paga 0 0 1 33 3 4 
Tanawawo 0 0 1 24 2 6 
Mego 0 0 1 35 4 8 
Lela 1 0 1 29 2 2 
Bola 0 0 1 21 2 4 
Doreng 0 0 1 23 4 7 
Mapitara 0 0 1 15 2 4 
Talibura 0 0 2 48      1 10 
Waiblama 0 0 1 20 2 1 
Waigete 0 0 1 43 1 4 
Kewapante 1 0 0 32 0 0 
Hewokloang 0 0 1 21 1 4 
Kangae 0 0 1 21 3 9 
Nelle 0 0 1 15 2 4 
Koting 0 0 1 16 1 5 
Palue 0 0 2 17 1 2 
Nita 0 0 1 45 5 9 
Magepanda 0 0 1 26 4 3 
Alok 1 0 2 42 2 5 
Alok Barat 0 0 1 23 0 0 
Alok Timur 0 0 1 37 0 5 
Sikka 3 0 23 586      42 96 
Sumber : Badan Statistik Kabupaten Sikka 
 Berdasarkan data tabel 4.13 menunjuhkan bahwa, Rumah Sakit di 
Kabupaten Sikka berjumlah 3 (tiga). Dua rumah sakit swasta yaitu di 
Kecamatan Lela dan Kewapante dan rumah sakit umum berpusat di 
Kecamatan Alok. Untuk Kecamatan Kewapante hanya memiliki Posyandu. 
Jika dilihat dari status wilayah, Kecamatan Kewapante termasuk wilayah 
terkena gizi buruk. Dengan kurangnya fasilitas kesehatan di Kabupaten 
Sikka menjadi salah satu hambatan bagi Pemerintah Daerah dan 
masyarakat khusunya dalam menanggulangi gizi buruk. 
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    BAB V 
     PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada Bab IV yang menyajikan hasil penelitian 
dan pembahasan mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam 
penanggulangan Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Sikka, maka dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Upaya Pemerintah Daerah dalam penanganan kasus gizi buruk di 
Kabupaten Sikka terdiri atas dua hal. Pertama, program Pencegahan 
Gizi Buruk (Penyuluhan khusus ibu rumah tangga) terdiri dari : 
Pemberian Makananan Tambahan Anak dan Pemberian Makanan Bayi 
dan Anak Sejak ibu hamil sampai anak berumur 2 tahun. Kedua, 
Program Pemerintah Daerah dalam Penanganan Gizi Buruk, yaitu : 
dibabangun pos-pos gizi berbasis masyarakat untuk mengolah 
makanan lokal menjadi makanan yang memiliki kandungan gizi. 
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dan tantangan   Pemerintah 
Daerah Kabupaten Sikka dalam menangani kasus gizi buruk : 
- Regulasi Pemrintah Daerah Kabupaten Sikka yang belum optimal 
dijalankan ke masyarkat. Relasi antara lembaga-lembaga dalam 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka belum berjalan dengan baik.  
- SDM masyarakat. Tingkat Sumber Daya Manusia di Kabupaten 
Sikka masih terbatas. Hal ini dilihat dari cara hidup masyarakat 
satempat yang belum begitu peduli dengan kesehatannya.  
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- Infrastruktur kesehatan yang belum memadai. Dalam 
mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik tentu harus 
diimbangi dengan infrastruktur yang tidak hanya melihat pada 
pembangunan fisik ( Rumah Sakit, Puskesmas, Poskesdes ) 
tetapi juga, harus ada tenaga kesehatan yang merata 
diberbagai wilayah. 
5.2. Saran 
1. Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi dengan rutin terhadap 
program-program Dinas Kesehatan sampai pada tingkatan 
puskesmas-puskemas yang sudah terlaksana maupun yang tidak 
terlaksana dengan efektif. Dengan demikian Pemerintah Daerah bisa 
mencari solusi lain dalam penaggulangan gizi buruk di Kabupaten 
Sikka. 
3. Berkaitan dengan Regulasi antara Pemerintah Daerah dan 
masyarakat di Kabupaten Sikka, maka perlu diterapkan 
model kebijakan sistem. Model kebijakan sistem ini beranjak 
dari memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang 
antara berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, 
rintangan, gangguan, pujian, kebutuhan atau keperluan lain-
lain yang mempengaruhi public policy. 
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Gambar : I Wawancara bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 
Sikka 
 
 
Gambar : II Wawancara bersama Salah seorang Angota DPRD 
Kabupaten Sikka 
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Gambar : III Wawancara bersama Kepala Pusekesmas dan Petugas 
Kesehatan di Puskesmas Waigete  
 
Gambar : IV Wawancara bersama Kepala Puskesmas Lekebai 
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Gambar : V Wawancara masyarakat yang pernah mengalami gizi  buruk  
               
